BAB VI | |
HUKUM HUKUM SYI RKAH

( PERSEROAN)

8.1 Perseroan Dal am | sl am

Syirkah (baca: perseroan) dari segi bahasa bermakna penggabungan
dua bagian atau lebih, yang tidak bisa dibedaan l|lagi antara satu
bagi an dengan bagi an yang |ain. Sedangkan nenurut syara', perseroan
adal ah transaksi antara dua orang atau |ebih, yang dua-duanya sepakat
untuk nel akukan kerja yang bersifat finansial dengan tujuan nencari
keunt ungan. Transaksi perseroan tersebut nengharuskan adanya ijab dan
gabul sekaligus, sebagaimna |ayaknya transaksi yang lain. Bentuk
i jabnya adal ah: "Aku nengadakan perseroan dengan Anda dal am nasal ah
ini." kenudian yang lain nenjawab: "Aku terima." Akan tetapi, tidak
harus selalu nenmakai ungkapan di atas, yang penting naknanya sana.
Artinya, di dalam nenyatakan ijab dan qgabul tersebut harus ada nakna
yang nmenunj ukkan, bahwa salah satu di antara mereka nengaj ak kepada

yang lain --baik secara |lisan ataupun tulisan-- untuk nengadakan
kerjasama (perseroan) dal am suatu masal ah. Kenudi an yang |ain nenerina
perseroan tersebut. O eh karena itu, adanya kesepakatan untuk

nmel akukan perseroan saja, masi h  dinil ai bel um cukup; termasuk
kesepakat an nenberi kan nodal untuk perseroan saja, juga masih belum
dinilai cukup, tetapi harus nengandung nakna bekerjasama (el akukan
per seroan) dal am suatu nasal ah

Sedangkan syarat sah dan tidaknya transaksi perseroan tersebut
amat tergantung Kkepada sesuatu yang ditransaksikan, yaitu harus
sesuatu yang bisa dikelola. Dan sesuatu yang bisa dikelola, atau
sesuatu yang ditransaksi kan, atau traksaksi perseroan ini haruslah
sesuatu yang bi sa diwakil kan, agar sesuatu yang bisa di kel ola tersebut
sanma- sama nengi kat ner eka

Sedangkan hukum perseroan itu sendiri nubah, sebab ketika Nabi SAW
di utus, banyak orang telah menpraktikkan perseroan tersebut, lalu
Rasul ul | ah nendi ankan (nengakui) tindakan mereka. Sehingga pengakuan
beliau terhadap tindakan banyak orang vyang nelakukan perseroan
tersebut nerupakan dalil syara' tentang kenubahannya.

I mam Bukhari neriwayatkan nelalui Sulaeman bin Abi Mislim dia
berkata : Aku bertanya kepada Aba Manhal tentang penbel anjaan secara
tunai, dia berkata : Aku dan peseroku telah nmenbeli sesuatu dengan
cara tunai dan kredit. Kemnmudian kam didatangi oleh A Barra' Bin
Azib. Kam I|alu bertanya kepadanya. Dia nenjawab: "Aku dan peseroku,
Zaid Bin Argam telah nengadakan (perseroan). Kenudian kam bertanya
kepada Nabi SAWtentang ti ndakan kam . Beliau nenjawab:

"Barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silahkan kalian anbil
Sedangkan vyang (diperoleh) dengan cara kredit, silahkan kalian
kenbal i kan. "

Ini  nenunjukkan bahwa kaum nuslimn telah nelakukan syirkah

(perseroan) dan Rosul ull oh SAW nenyetuj ui syirkat tersebut. | mam Abu
Daud neriwayatkan dari Abi Khurairoh dari Nabi SAW yang bersabda:
Sesusngguhnya Allah SWI berfirman : 'Aku adal ah pihak ketiga (Yang

Maha Melindungi) bagi dua orang yang nel akukan syirkah, selama sal ah
seorang di antara nereka tidak berkhi anat kepada peseronya. Apabila di
antara nmereka ada yang berkhianat, maka aku akan keluar dari nereka
(tidak nelindungi).



Perseroan tersebut boleh dilakukan antara sesama nuslim atau
antara sesama kafir dzimm, termasuk antara orang |slam dengan orang
kafir dzinmm . Sehingga boleh saja, seorang nuslim nel akukan perseroan
tersebut dengan orang Nashrani, Majusi dan kafir dzimm vyang |ain.
Imam Muslim pernah rmeriwayatkan dari Abdullah Bin Umar yang
nmengat akan

"Rasul ul l ah SAW tel ah nenpekerjakan penduduk Khai bar --padahal
nmereka orang-orang Yahudi-- dengan nendapat bagian dari hasil panen
buah dan tanaman.”

"Rasul ul | ah SAW pernah nenbeli nmakanan dari orang Yahudi, lalu
bel i au nenggadai kan baju besi beliau kepada orang Yahudi tersebut.”
(H R I mam Bukhari dengan sanad dari Ai syah)

Ilmam At Tirmdzi juga neriwayatkan dari I bhnu Abbas yang
mengat akan

"Nabi SAW telah wafat, sedangkan baju besi beliau tergadaikan
dengan dua puluh sha' nmakanan, yang beliau anbil untuk (rmenghidupi)
kel uarga beliau."

lmam At Tirmdzi pernah neriwayatkan hadits dengan sanad dar
Ai syah:

"Bahwa Rasul ullah SAW tel ah nmengutus kepada seorang Yahudi untuk
mem nta dua baju (untuk di serahkan) kepada Mai sarah.™

Dengan dem ki an, hukum nel akukan perseroan dengan orang Yahudi
Nashrani dan kafir dzimm vyang |ain adalah nubah. Sebab, nelakukan
mu' amal ah dengan mnereka di perbol ehkan. Hanya saja, orang kafir dzinmm
tersebut tidak boleh nenjual khanmer dan babi senentara nereka sedang
nel akukan perseroan dengan orang |slam Sedangkan khaner dan babi yang
nereka jual sebelum nereka nel akukan perseroan dengan orang |slam
| aba penjualan nereka --yang nereka pergunakan untuk mel akukan
perseroan dengan orang Islam- itu tetap boleh untuk dipergunakan
nengadakan per seroan.

Perseroan tersebut dianggap tidak sah, kecuali kalau dilakukan
ol eh orang yang bol eh nengelola harta. Sebab perseroan itu merupakan
transaksi untuk nengelola harta. Sehingga transaksi tersebut dianggap
tidak sah, apabila --yang nel akukannya-- termasuk katagori orang yang
tidak bol eh nengelola harta. deh karena itu, perseroan yang dil akukan
ol eh orang yang dikendalikan oleh orang lain (mahjur 'alaihi) serta
perseroan tiap orang yang tidak bol eh nmengel ol a harta, hukummya adal ah
ti dak sah

Adapun perseroan tersebut bisa berbentuk perseroan hak mlik
(syirkatul aml ak) atau perseroan transaksi (syirkatul uqud). Perseroan
hak mlik (syirkatul am ak) adalah perseroan terhadap zat barang,
seperti perseroan dal am suatu zat barang yang diwarisi ol eh dua orang
atau yang nenjadi penbelian nereka berdua, atau hi bbah yang diberikan
ol eh seseorang untuk nereka berdua, maupun yang | ain. Sedangkan --yang
kedua-- disebut perseroan transkasi (syirkatul wuqud), karena yang
nenj adi obyeknya adal ah pengenbangan hak mlik. Dengan nenbaca dan
neneliti perseroan transaksi tersebut di dalam Islam lalu neneliti
hukum hukum syara' yang ber hubungan dengan perseroan tersebut, berikut
dalil-dalil yang nmenjelaskan tentang perseroan tersebut, maka
perseroan transaksi tersebut bisa diklasifikasikan nmenjadi |inm nmacam
yaitu perseroan | nan, Abdan, Mudl ar abah, Wij uh  dan perseroan



Muf awadl ah. | nilah ganbaran gl obal tentang hukum hukum dan ket entuan-
ket ent uan masi ng- masi ng syi rkah.

8.1.1 Perseoran | nan

Perseroan inan adalah perseroan antara dua badan dengan harta
mereka masing-nmasing. Dengan kata lain, ada dua orang nelakukan
perseroan dengan rmasing-masing harta nereka untuk bersanma-sana
mengel ola dengan badan-badan (baca: t enaga) nmer eka, kenudi an
keuntungan dibagi di antara nereka. Perseroan ini disebut perseroan
i nan, sebab kedua bel ah pihak --yang nel akukan perseroan tersebut--
sama- sama i kut nengel ol a, sebagai nana kerjasama dua penunggang kuda

apabila keduanya sama-sama nengendal i kan  kuda, lalu sama-samm
menari knya --seperti dalam sebuah bendi-- sehingga kedua tali kekang
nmereka serasi. Perseroan semacam ini diperbol ehkan berdasarkan As

Sunnah dan ijma' sahabat. Sebab sejak nasa Nabi SAW hingga masa
sahabat, banyak orang tel ah nmel akukannya dan di bi arkan saj a.

Di dal am perseroan semacamini yang nmenjadi investasi adal ah uang.
Sebab, uang adal ah nilai kekayaan dan nilai harga yang harus dibeli.
Sedangkan Barang-Barang tidak boleh dipergunakan untuk nengadakan
perseroan ini, kecuali kalau sudah dihitung nilainya pada saat
mel akukan transaksi, dan nilai tersebut akan dijadikan sebagai
i nvestasi pada saat terjadinya transaksi. Syaratnya investasi tersebut
harus jelas, sehingga |angsung bisa dikelola. Sebab, perseroan dengan
i nvestasi yang tidak jelas itu tidak diperbol ehkan. O eh karena itu
ti dak bol eh nmengadakan perseroan dengan kekayaan yang tidak ada atau
hutang, sebab ketika --secara tiba-tiba-- terjadi penbubaran harus

di kenbal i kan kepada investasi awal. Disanmping, karena hutang tidak
mungki n |l angsung dikelola, padahal di situlah tujuan per seroan
tersebut.

Di dal am perseroan ini tidak disyaratkan agar nilai kekayaan kedua
bel ah pi hak harus sama jum ahnya, dan tidak harus berupa satu nmacam
Hanya saja, kekayaan kedua belah pihak harus dinilai dengan nilai
(standar) vyang samm, sehingga keduanya bisa nelebur nenjadi satu.
Sehingga boleh saja, terjadi perseroan antara dua pihak dengan
nenper gunakan uang Mesir dan Suriah, namun keduanya harus dinilai
dengan nilai (standar) yang sanma, yang bisa nenjadi pijakan ketika
kedua belah pihak nelakukan penbubaran, disanping untuk nenjadikan
kedua bel ah pihak agar bisa nelebur nenjadi satu. Sebab disyaratkan
i nvestasi perseroan tersebut harus berupa kekayaan yang satu (baca:
nel ebur), hingga bisa berlaku untuk senua pihak, sehingga nasing-
nmasi ng pesero tidak bisa lagi menmilah-mlah kekayaan satu pi hak dengan
pi hak lain. Adapun syarat |ain, kekayaan tersebut harus nenjadi hak
m |ik masi ng-masi ng orang yang nel akukan perseroan tersebut.

Perseroan nodel inan ini dibangun dengan prisip wakal ah (baca:
perwaki | kan) dan amanah (baca: kepercayaan). Sebab nasing-masing
pi hak, dengan nenberi kan kekayaannya kepada peseronya, berarti telah
nenberi kan kepercayaan kepada peseronya, serta dengan izinnya untuk
nengel ol a kekayaan tersebut, maka masi ng-masi ng pi hak tel ah nmewakil kan
kepada peseronya. Apabila perseroan tersebut telah senpurna, naka
perseroan tersebut telah nenjadi satu, dan para pesero tersebut harus
secara |langsung terjun nelakukan kerja, sebab perseroan tersebut
terjadi pada badan (baca: diri) nereka. Sehingga tidak diperbol ehkan
ada seseorang yang nmewakil kan kepada orang lain untuk nenggantikan
posi si nya dengan badan orang tersebut, untuk ikut nmengelola dalam
perseroan tersebut. Nanun, senuanya boleh nenggaji siapa saja yang
di kehendaki serta nemanfaatkan badan siapa saja yang dikehendak
sebagai ajiir perseroan, bukan sebagai ajiir salah seorang pesero.

Masi ng- masi ng orang yang nel akukan perseroan bol eh nel akukan
transaksi penbelian dan penjualan karena alasan tertentu vyang



menur ut nya merupakan masl ahat bagi perseroan tersebut. Masing-masing
juga berhak mel epaskan harga dan barang yang dijual, dan berhak tidak
sepakat dalam masal ah hutang, serta berhak nenuntut hutang, juga
berhak nem ndahkan dan di pi ndahkan hut angnya, dan berhak pula
mengenbal i kan cacat tertentu, disanping berhak nengontrak dengan
i nvestasi perseroan, dan dikontrak, sebab manfaat-manfaat tersebut
berl aku wuntuk barang, sehingga statusnya sama dengan jual-beli
Masi ng- masi ng juga berhak mnenjual barang, seperti nmobil, msalnya. Dan
ber hak nengontrakkannya sebagai barang dagangan, sehingga nanfaatnya
dal am perseroan tersebut sama dengan zat barang itu sendiri, maka hal
itu juga berlaku untuk perseroan tersebut.

Kedua bel ah pihak yang nel akukan perseroan tersebut tidak harus
sama nilai kekayaannya, nanmun yang harus sana adal ah keterlibatannya
dal am nengel ol a kekayaan tersebut. Kekayaan masi ng-nasing bi sa berbeda
dan boleh juga sama nilainya. Sedangkan penbagi an | abanya tergantung
kesepakat an nereka. Sehingga boleh nenbagi |aba sama rata (fifty-
fifty), dan boleh berbeda. Ai radliyallahu 'anhu berkata tentang
masal ah ini:

"Laba itu tergantung pada apa yang nereka sepakati bersama.”™ (H R
Abdurrazzak di dalam Al Jam ')

Senmentara kerugi an dal am perseroan |nan ditanggung sesuai dengan
kadar nilai kekayaannya (investasi) masing-masing pesero . Apabila
kekayaan kedua belah pihak sama nilainya, maka kerugian tersebut
di tanggung ol eh kedua belah pihak sama rata. Apabila nilai kekayaan
tersebut tiga dibanding satu, maka kerugi an yang ada juga dihitung --
dengan perbandi ngan-- tiga banding satu. Apabila kedua belah pihak
nenet apkan beban kerugian selain dengan ketentuan tersebut, maka
kesepakatan nereka tidak ada nilainya sama sekali (tidak boleh),
di mana ketentuan beban kerugian tersebut tetap diberlakukan, bukan
dengan nengi kuti kesepatakan mnereka. Yaitu penbagi an beban Kkerugi an
berdasarkan nilai kekayaan (investasi) masing-masing dalam perseroan.
Sebab, badan tidak bisa nenanggung kerugian harta, selain kerugian
tenaga yang di kel uarkannya. Sehingga kerugi an hanya ditanggung ol eh
harta, dan ditanggung sesuai dengan tingkat investasi para pesero.
Sebab perseroan tersebut nerupakan transaksi wakal ah, sedangkan hukum
wakal ah itu mengharuskan orang yang diwakili tidak bisa nenanggung
(kerugian). Jadi, kerugian yang ada hanya berlaku pada kekayaan orang
yang nmewaki | kan. Abdurrazzak di dalam kitab A jam' neriwayatkan dari
Al'i radliyall ahu '"anhu berkat a:

"Pungutan (Kerugian) itu tergantung pada kekayaan. Sedangkan | aba
t ergantung pada apa yang nereka sepakati bersama."

8.1.2 Perseroan "Abdan"

Perseroan abdan adal ah perseroan antara dua orang atau |ebih
dengan badan nasi ng- masi ng pi hak, tanpa harta dari nereka. Dengan kata
I ain, nereka nelakukan perseroan dal am pekerjaan yang nereka | akukan
dengan tangan-tangan nereka, atau dengan tenaga nereka, sem sa
nel akukan kerja tertentu, baik kerja pem kiran maupun fisik. M sal nya,
para pengrajin nelakukan perseroan untuk bekerja pada industri-
i ndustri nereka. Sedangkan apa yang nenjadi keuntungan nereka, akan
di bagi di antara nereka. Sebagai mana perseroan para insinyur, dokter,
permburu, kuli angkut, tukang kayu, sopir nobil dan sebagai nya.

Antar pesero tidak harus ada kesamaan dal am nasal ah keahlian, dan
tidak harus sermua pesero yang terlibat dalam perseroan tersebut



terdiri dari para pengrajin. Oeh karena itu, apabila para pengrajin
dengan beragam keahliannya tel ah nel akukan perseroan, maka perseroan
tersebut hukummya mubah. Apabila nereka nelakukan perseroan untuk
nmenger j akan pekerjaan tertentu, msalnya yang satu mem npin perseroan

lalu yang lain nmengeluarkan biayanya, senentara yang lain |agi
menger j akan dengan tangannya, maka perseroan tersebut hukumya sah.
Jadi, apabila para pekerja dalam suatu perusahaan nmel akukan
perseroan, baik senua pesero tersebut mengerti tentang industri, atau
yang nmengerti hanya sebagian senentara yang lain tidak nengerti,
kenmudi an nereka senmuanya el akukan perseroan dengan para pengrajin,
pekerja, juru tulis dan penjaga yang senuanya nenjadi pesero dalam
perusahaan tersebut, maka hal itu hukummya mnubah. Hanya saja syarat
pekerjaan yang dilakukan dalam perseroan dengan tujuan nencari
keuntungan tersebut harus pekerjaan yang nmubah. Apabila pekerjaan
tersebut haram rnmaka perseroan untuk nmelakukan pekerjaan tersebut
hukumya har am

Penbagi an | aba dal am perseroan abdan ini sesuai dengan apa yang
menj adi kesepakatan nereka. Bisa jadi sama, atau bisa jadi tidak.
Sebab, pekerjaan tersebut |ayak nenperoleh keuntungan, dan karena
orang yang nelakukan perseroan tersebut bisa berbeda-beda dalam
mel akukan pekerjaan, nmaka keuntungan yang diperoleh di antara nmnereka
juga bisa berbeda-beda. Mereka, masing-masing, berhak nenuntut upah
dari pihak yang nengontrak mereka, atau nenuntut harga barang yang
mereka produksi dari pihak penbeli. Sedangkan pihak yang nengontrak
nmereka atau yang nenbeli barang yang nereka produksi, berhak nmenbayar
sel uruh upah atau harga senua barang kepada nereka masi ng-nasi ng. Dan
si apa saj a tel ah di bayar, maka dia tel ah | epas haknya.

Apabil a seorang pesero nel akukan pekerjaan, sedangkan peseronya
tidak, maka hasil Kkerja tersebut tetap berlaku bagi nmereka. Sebab
pekerjaan tersebut, sebenarnya nereka pikul bersama-sana. Sehingga
dengan adanya saling tanggung di antara nereka untuk melakukan
pekerjaan tersebut, maka wajib diberi upah. Sehingga pekerjaan
tersebut nenjadi hak nereka, sebagaimana tanggungan tersebut telah
nenj adi tanggungan nereka. Salah seorang di antara nereka tidak bol eh
nmewaki | kan kepada orang |ain sebagai pesero dengan badan orang yang
ber sangkut an, sebagai mana sal ah seorang di antara nereka tidak boleh
untuk nengontrak seorang ajiir sebagai pesero dengan badannya. Sebab
transaksi perseroan tersebut nengikat dzat (baca: tubuh) seseorang.
Sehi ngga orang yang bersangkutan harus nelakukan pekerjaan tersebut
sendiri, karena yang nenjadi pesero adalah badannya, dan badannya
itul ah yang ditentukan dal am perseroan tersebut. Namun, salah seorang
di antara nereka boleh nengontrak seorang ajiir (karyawan) karena
kontrak tersebut dari dan untuk perseroan, neskipun hal itu dilakukan
oleh salah seorang dari pesero. Dan dia (ajiir tersebut) bukan
sebagai pengganti, wakil, serta ajiir-nya. Sehingga, tindakan nasing-
nmasi ng pesero tersebut adalah tindakan terhadap suatu perseroan. Dan
ner eka, nmasi ng- nasi ng, terikat dengan pekerjaan yang diterima
(di sepakati) ol eh peseronya.

Perseroan semacam ini hukumya adal ah nubah, berdasarkan hadits

yang diriwayatkan oleh Abu Dawd dan A Atsram dengan sanad dar
Ubai dah dari bapaknya, Abdullah Bin Ms'ud yang nengat akan: "Aku, Anar
Bin Yasir dan Sa'ad Bin Abi Wagqash nel akukan syirkah terhadap apa
yang kam dapat kan pada perang Badar, kenudi an Sa'ad nenbawa dua orang
tawanan perang, senmentara aku dan Amar tidak nenbawa apa-apa.”
Ti ndakan nereka berdua itu diakui ol eh Rasulullah SAW |mam Ahmad Bin
Hanbal berkata: "Nabi SAW nel akukan syirkah dengan nereka." Hadits
ini menjelaskan dengan tegas tentang perseroan sekel onpok sahabat
dengan badan- badan nereka untuk nelakukan pekerjaan, yaitu nenmerang



nmusuh, kenudi an nmenbagi ghani mah yang nereka perol eh, apabila nereka
menper ol eh keuntungan dal am per ang.

Adapun  pernyataan yang nengat akan, bahwa  hukum ghani mah
bert ent angan dengan perseroan, itu tentu tidak bisa dibuktikan dengan
hadits ini. Sebab, hukum ghani mah diturunkan setelah perang Badar,
sehi ngga keti ka perseroan dengan badan-badan nereka ini terjadi, hukum
ghani mah tersebut belum ada. Dan hukum ghani mah yang diturunkan
set el ahnya, juga bukan berarti telah nmenghapus (baca: mne-nasakh) hukum
perseroan yang telah terjadi sebelummya, nelainkan hukum tersebut
hanya nenjelaskan tentang bagian orang yang nendapatkan ghani mah,
sehingga hukum perseroan abdan tersebut tetap berlaku berdasarkan
hadits di atas.

8. 1.3 Perseroan "Muidl arabah”

Perseroan nudl arabah ini juga disebut giradh. Yaitu apabila ada
badan dengan harta nelebur untuk nelakukan suatu perseroan. Dengan
kata |ain, ada seseorang nenberikan hartanya kepada pihak lain yang
di pergunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan (I aba)
yang di perol eh akan dibagi kepada masing-nmasing pihak sesuai dengan
kesepakatan. Hanya saja, ketika terjadi kerugian dalam perseroan

mudl arabah ini, kerugiannya tidak dikenbalikan kepada kedua bel ah
pi hak yang nel akukan perseroan, namun di kenbalikan kepada ketentuan
syara'. Menurut syara', kerugian dal am perseroan nudl arabah ini secara
khusus di kenbal i kan kepada harta, dan tidak dikenbalikan sedikitpun
kepada pengel ol a --yang hanya nmenpunyai badan saja--. Kal au seandai nya
antara pemlik nodal dengan pengelola sama-sanma sepakat, bahwa
keunt ungan dan kerugi an di bagi berdua, maka keuntungannya tetap di bag

berdua, sedangkan Kkerugi annya dikenbalikan kepada harta. Sebab,
perseroan tersebut statusnya sama dengan wakal ah, di mana hukum orang
yang nenjadi wakil tidak bisa nenanggung (kerugi an), sehingga kerugian
tersebut hanya ditanggung ol eh pihak yang newakil kan saja. Abdurrazak
di dalam kitab Al Jam' telah neriwayatkan dari Ali radliallahu anhu
yang berkata: "Pungutan (kerugian) itu tergantung pada kekayaan.
Sedangkan |aba tergantung pada apa yang nereka sepakati bersana."
Jadi, badan tidak bisa nmenanggung kerugian harta, selain nenanggung
kerugian tenaga yang di kel uarkannya. Sehingga kerugian hanya
di bebankan kepada hart a.

Perseroan nudl arabah ini tidak sah, sanpai nopdal nya diserahkan
kepada pihak pengelola, kenudian nmasing-masing saling nmenberikan
kepercayaan. Sebab, perseroan nmudlarabah ini nmenuntut diserahkannya
nodal kepada pihak pengelola. Dalam perseroan nudlarabah ini juga
waj i b di perkirakan bagi an pi hak pekerja, dan nodal yang di kel ol a dal am

nmudl ar abah ini harus jelas nilainya. Pi hak  penodal ti dak
di per bol ehkan bekerja bersama-sama dengan pengelola. Kalau hal itu
nemang dij adi kan syarat, naka syarat tersebut tidak sah. Sebab, pihak
penodal tidak berhak nmengelola harta yang sudah dilebur dalam
perseroan tersebut. Bahkan, pihak penodal tidak berhak nengelola
perseroan tersebut secara nmutlak. Namun, pihak pengelolalah yang
berhak nengelola, sebab dialah yang nengelola serta yang berhak
nenj al ankan nodal perseroan tersebut. Karena transaksi perseroan in

nerupakan transaksi antara badan pengel ol a dengan nodal pihak penodal,
bukan antara badan pengelola dengan badan penodal. Sehingga, pihak
penodal | ayaknya pihak luar di luar perseroan tersebut, dinmna dia
sana sekali tidak berhak nengel ol anya.

Hanya saja, pihak pengelola tetap terikat dengan izin nengelola
yang diberikan oleh pihak penodal, sehingga tidak boleh nenyinpang
dari izin tersebut. Sebab, seorang pengel ol a bi sa nmengel ol a karena ada
izin dari penodal. Apabila pihak penbdal hanya nenberikan izin kepada
pengel ol a untuk menperdagangkan wol saja, atau mencegah untuk nengirim



barang via laut, naka ketentuan itu nengi katnya. Hanya hal itu tidak
berarti, bahwa pihak penodal ikut nengelola perseroan tersebut. Sebab
hak nengel ol a perseroan tersebut hanya nenjadi hak pengelola saja,
sedangkan pi hak penodal nya tidak berhak sama sekali nengel ol anya.

Yang juga termasuk dalam kategori perseroan mnudl arabah adal ah,
apabila ada dua penodal nelakukan perseroan dengan badan dari sal ah
seorang di antara penpdal tersebut. Apabila di antara dua orang
menpunyai nodal tiga ribu, salah satu di antaranya nenpunyai nodal
seri bu, sedangkan yang lain nenmpunyai dua ribu, lalu pihak penodal
yang nenpunyai nodal dua ribu tersebut nenberi izin kepada pihak yang
menpunyai nodal seribu untuk nengel ol a nodal mnereka, dengan penbagi an
keuntungan sama rata (fifty-fifty) di antara nereka, naka perseroan
semacam ini hukummya bol eh. Sehingga, orang yang nenpunyai nodal
seribu tersebut berstatus sebagai pengelola sekaligus pesero orang
yang nmenpunyai nodal dua ribu. Begitu pula, yang termasuk dalam
kat agori perseroan nudl arabah adal ah, apabila ada dua nodal nel akukan
perseroan dengan badan orang lain, naka hal ini juga termasuk dal am
kat agori perseroan mnudl ar abah

Per seroan nudl arabah ini nenurut syara' adal ah mubah, berdasarkan
sebuah riwayat: "Bahwa Abbas Bin Abdul Mthallib pernah nenberikan
nmodal nudl arabah, dan dia nenberikan syarat-syarat tertentu kepada
pengel ol a, kernudian hal itu sanpai kepada Nabi SAW Dan beliau
menbenar kannya.” |jm' sahabat juga telah sepakat, bahwa perseroan
mudl ar abah tersebut hukumya bol eh. 1bnu Syibah pernah neriwayatkan
dari Abdullah Bin Humaid dari bapaknya dari kakeknya: "Bahwa Umar Bin
Khattab pernah nenberikan harta anak yatim dengan cara nudl arabah.
Kenmudi an Umar mnemi nta bagi an dari harta tersebut, |alu dia nendapatkan
(bagi an). Kenudian bagian tadi dibagi kan kepadanya oleh Al Fadlal."
I bnu Qudanmah di dalam kitab Al Mghni dari Milik Bin Ila Bin
Abdurrahman dari bapaknya dari kakeknya: "Bahwa Utsnman tel ah nel akukan
gi radh (mudl arabah) denganya." Juga disebutkan dari |bnu Ms'ud dan
Hakim Bin Hazzam "Bahwa nereka berdua telah nelakukan qiradh
(rmudl arabah)." Senuanya tadi didengarkan dan dilihat oleh sahabat,
senentara tidak ada satu orang pun yang nengi ngkari dan nenol aknya
maka hal itu nerupakan ijma' nereka tentang kenubahan perseroan
nmudl ar abah i ni

8.1.4 Perseroan "Wj uh"
Perseroan wuj uh adal ah perseroan antara dua badan dengan nodal

dari pihak di luar kedua badan tersebut. Artinya, salah seorang
nenberi kan nodal nya kepada dua orang atau |lebih, yang bertindak
sebagai nmudlarib (pesero yang nenjadi pengelola). Sehingga dua

pengel ol a tersebut nenjadi pesero --yang sanm-sama bi sa nendapat kan- -
keuntungan dari nodal pihak [ ain. Kedua pihak tersebut kerudi an bol eh
nenbuat kesepakat an untuk nenbagi keuntungan nenjadi 3 bagi an; masi ng-
nmasi ng pengel ol a nmendapat kan 1/3 bagi an dan pi hak penodal nendapatkan
1/3. Juga boleh nenganbil kesepatakan untuk nenbagi keuntungan 4
bagi an, dimana pihak penodal nedapatkan Y bagian, salah seorang
pengel ol a nendapat kan 1/4, sedangkan pengelola yang |ain nendapatkan
2/ 4. atau nelakukan kesepakatan untuk nenbagi keuntungan dengan
kesepakatan |ain. Dengan adanya kesepakatan tersebut, akan terjadi
per bedaan dal am penbagi an keuntungan di antara kedua pengelola tadi

sehi ngga perseroan nereka --dengan adanya perbedaan yang di khususkan
untuk nereka-- itu dibentuk dengan nelihat kedudukan sal ah seorang di
antara nmereka atau kedudukan mnereka masing-nmasing, baik dilihat dari
segi profesionalisne dalam bekerja, nmaupun dari segi kenanmpuan
managenennya. Sebab nengel ol a nodal yang nereka mliki, nenurut syara'
itu harus bersama. O eh karena itu, perseroan ini nerupakan bentuk
lain, yang berbeda dengan perseroan nudlarabah, neski hakikatnya



perseroan tersebut tetap kenbali kepada nodel rnudlarabah, yaitu
ber gabungnya nodal dengan badan

Yang juga termasuk dalam katagori perseroan wijuh ini adalah
apabil a ada dua orang atau | ebi h nel akukan perseroan dengan harta yang
sama- sama nenj adi  penbelian mereka, karena adanya kepercayaan para
pedagang kepada nereka. D nmana, kepercayaan inilah yang nelahirkan
kedudukan mereka, dan bukannya nodal nereka. Syaratnya, pemlikan
nmereka terhadap harta yang nenj adi penbelian nmereka harus fifty-fifty,
atau satu dibanding tiga, atau satu dibanding enpat, ataupun yang
lain. Kemudi an masing-nmasing nmenjualnya, sehingga keuntungan yang
nmer eka perol eh bisa dibagi berdua dengan cara fifty-fifty, atau satu
di banding tiga, atau satu dibanding enpat, ataupun yang |ain, sesuai
dengan kesepakatan mereka, bukan berdasarkan barang yang nmenjadi hak
mlik nereka. Adapun kerugi annya ditentukan sesuai dengan pemlikan
nmereka terhadap harta penbelian tersebut, sebab status penbelian
tersebut sama dengan harta nmereka, dan bukannya berdasarkan beban
kerugi an yang mnereka sepakati, juga bukan berdasarkan hasil penbagi an
keunt ungan; baik keuntungan di antara nereka tersebut sesuai dengan
hasi| penbelian nereka, ataupun nasing-masing berbeda dengan hasil
penbel i annya.

perseroan wujuh dengan dua nodelnya ini adal ah sama-sama
di per bol ehkan. Sebab, bila masing-masing pesero nelakukan peseroan
dengan harta pihak lain, maka perseroan tersebut termasuk dalam
kat agori perseroan nudlarabah , yang tel ah dinyatakan berdasarkan As
Sunnah dan |jma' sahabat. Apabila nasing-nmasing nelakukan perseroan
dengan harta pihak lain yang nereka peroleh, yaitu hasil penbelian
nmer eka, karena kedudukan dan kepercayaan pedagang kepada nereka, maka
perseroan ini termasuk dalam katagori perseroan abdan yang juga
tel ah di nyat akan kebol ehannya berdasarkan As Sunnah. O eh karena itu
perseroan wujuh ini kebol ehannya telah dinyatakan berdasarkan As
Sunnah dan |jm' sahabat.

Akan tetapi harus difaham, bahwa yang di maksud dengan kepercayaan
di sini adal ah kepercayaan yang bersifat finansial, yaitu kepercayaan
karena kredibilitas, bukan pangkat dan kehormatan. Sebab, bila
kepercayaan tersebut dipergunakan dal am konteks bisnis, perseroan dan

sebagai nya, tentu maksudnya adal ah keper cayaan ber dasar kan
kredibilitas, yaitu kepercayaan yang bersifat finansial. O eh karena
itu, kadang-kadang seseorang sangat dihormati, namun dia tidak

terpercaya kredibilitasnya, sehingga tidak ada kepercayaan vyang
bersifat finansial pada dirinya. Dan dia pun tidak dianggap nemliKki
kepercayaan yang bisa di pergunakan dal am konteks bisnis dan perseroan
tersebut. Kadang dia adalah seorang nenteri, atau orang kaya, atau
bi snisman kel as kakap, namun dia tidak memliki kepercayaan karena
kredi bilitasnya, sehingga dia tidak nmemliki kepercayaan yang bersifat
finansial, bahkan sama sekali tidak bisa dipercaya, sehingga dia tidak
bi sa menbeli barang di pasar selain dengan nenbayar harganya. Nanun,
kadang ada orang yang miskin tetapi para pedagang nenpercayai
kredi bilitasnya terhadap harta yang nenjadi kewajibannya, sehingga dia
bi sa nenbeli barang tanpa harus nenbayar harganya. O eh karena itu
perseroan wujuh tersebut sebenarnya nenekankan nasal ah kepercayaan
karena kredibilitas, bukan karena pangkat dan jabatan

Dengan dem kian, apa yang terjadi dalam beberapa perseroan,
senm sal kasus masuknya seorang nenteri nmenjadi salah seorang anggota
pesero dan nendapat bagi an keuntungan dengan jumliah tertentu, tanpa
harus nengel uarkan harta atau tenaga apapun, nelainkan terlibat karena
nemanf aat kan  posisinya di tengah masyarakat sehingga perseroan
tersebut dengan nmudah nelakukan nu' anmal ah denganya, maka praktik
senmacam itu tidak termasuk dal am katagori perseroan wuijuh, dan tidak
bi sa di berl akukan pula definisi perseroan dalam |slam Bahkan, nodel



perseroan semacam ini tidak diperbolehkan. Oang yang bersangkutan
juga tidak bisa disebut pesero, begitu pula dia tidak boleh
mendapat kan penbagi an hasi| keuntungan apapun dari perseroan tersebut.

Apa yang terjadi di beberapa negara seperti Saudi dan Kuwait,
bahwa selain orang Saudi atau selaian orang Kuwait tidak akan diberi
izin bisnis dan bekerja di sana, sehingga orang yang bersangkutan
untuk masuk di Saudi harus bersama dengan orang Saudi, atau untuk
masuk di Kuwait harus bersama orang Kuwait. Kemudi an orang Saudi atau
orang Kuwait tersebut mnta diberi penbagi an keuntungan, dimana orang
Saudi atau Kuwait tersebut tidak perlu nmengel uarkan harta sepeser pun.
Begitu pula dia tidak nengadakan perseroan dengan badannya, namun dia
tel ah nmengkl ai m sebagai pesero, karena izin tersebut diperoleh dengan
menper gunakan  namanya, dengan adanya inbalan Dberupa penbagi an
keuntungan untuk dirinya. Ini juga bukan merupakan perseroan wij uh.
Bahkan, juga tidak t er masuk dal am kat agori perseroan yang
di per bol ehkan menurut syara'. Dimana orang Saudi ataupun orang Kuwait
tersebut tidak bisa dianggap sebagai persero. Dia juga tidak berhak
mendapat kan penbagi an keuntungan apapun dari perseroan ini. Sebab,
syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syara' agar dipenuhi oleh
seorang persero itu tidak nereka penuhi, sanpai nereka bisa disebut
sebagai pesero nenurut syara', yaitu nel akukan perseroan dengan harta
atau dengan badan, atau kepercayaan bisnis karena kredibilitasnya,
sehingga bisa nengelola barang dagangan yang dia peroleh karena
keper cayaan tersebut.

8.1.5 Perseroan "Mifawadl ah"

Perseroan nmufawadl ah adal ah perseroan antara dua pesero dalam
semua bentuk perseroan yang telah disebutkan di atas. M salnya, dua
pesero menggabungkan antara perseroan nodel inan, abdan, nudlarabah,
dan wuj uh. Contohnya adal ah, ada seseorang nenberi kan nodal nya kepada
dua orang insinyur untuk mengadakan perseroan agar nodal nya dikelola
dengan harta nmereka, dengan tujuan nenbangun beberapa rumah untuk
di jual dan di perdagangkan. Kenudi an keduanya sepakat untuk nmelibatkan
harta yang nenjadi mlik nmereka. Lalu keduanya nendapatkan barang
tanpa harus nenbayar harganya secara kontan, karena keduanya
nendapat kan kepercayaan dari para pedagang. Maka, perseroan kedua
i nsinyur tersebut secara bersanma-sama dengan badan nereka itu adal ah
perseroan abdan dilihat dari segi, bahwa nereka sama-sanma nenbangun
rumah. Sedangkan dari segi harta yang sama-sanma nereka keluarkan itu
di sebut perseroan inan. Senentara dilihat dari segi, bahwa keduanya
sana-sama nendapat nodal dari  pihak lain untuk dikelola adalah
perseroan nudl arabah. Lalu kerjasama nereka untuk nengelola barang
yang nenjadi hasil penbelian nereka, nelalui kepercayaan pedagang
kepada nereka itu adal ah perseroan wujuh. Mka, perseroan ini telah
nenggabungkan senua bentuk perseroan di dal am | sl am sehingga hukumya
tetap sah. Sebab, nasing-masing perseroan tersebut hukumya sah,
sehi ngga hukum perseroan tersebut juga sah, apabila digabung dengan
perseroan yang |ain. Sedangkan  keunt ungannya, tergantung dari
kesepakat an nereka. Karena itu, boleh nenbagi keuntungan berdasarkan
nilai dua nodalnya, atau boleh fifty-fifty, nmeskipun investasinya
tidak sama, dan diperbol ehkan pula penbagi an keuntungannya berbeda,
neski pun i nvest asi nya sana.

Model perseroan mufawadl ah ini diperbol ehkan, karena dinyatakan
ol eh nash. Sedangkan bentuk-bentuk perseroan nufawadl ah yang |ain,
yang tel ah di sebut kan ol eh para fugaha, yaitu perseroan yang dil akukan
antara dua orang. Mddal keduanya samm, termasuk keterlibatan dan
hut angnya juga samma, kenudi an masi ng-masi ng nmenyer ahkan secara nutl ak
kepada peseronya, naka cara semacam ini sana  sekali tidak
di per bol ehkan. Sebab, tidak ada nash satupun yang nenjel askan tentang



prakti k semacam itu. Sedangkan hadits yang nenjadi dasar argunentasi
nmer eka:

"Apabi | a kalian saling nenyerahkan, naka senpurnakanl ah penyerahan
tersebut."

"Saling serah-nmenyerahkanl ah kalian, sebab hal itu nmerupakan
ber kah yang paling besar."

Dua hadits ini, masing-masing tidak ada yang shahih. D sanping
maknanya tidak bisa dipergunakan untuk nenjelaskan praktik tersebut.
Di sampi ng karena perseroan ini mnerupakan perseroan nodal yang tidak
jelas serta perseraon kerja yang tidak jelas. Ini saja sudah cukup
unt uk menbukti kan keti dakabsahan perseroan ini. D sanping karena harta
nmer eka adal ah nantinya akan nenjadi wari san, yang akan berl aku setel ah
yang newari skan meni nggal . Padahal boleh jadi salah seorang di antara
nmereka adal ah kafir dzinmm, lalu bagaimana dia bisa diwarisi. Juga
karena perseroan tersebut nengandung makna wakal ah, padahal transaks
wakal ah terhadap sesuatu yang tidak jelas itu hukummya tidak sah.
Jadi, senuanya ini nmenunjukkan bahwa jenis perseroan nufawadl ah
semacam i ni adal ah tidak sah

8. 2. Penbubaran Perseroan

Perseroan itu merupakan transaksi yang nenurut syara' hukummya
mubah. Perseroan tersebut nenjadi batal karena meninggalnya salah
seorang pesero, atau karena sal ah seorang di antara nereka gila, atau
di kendal i kan pihak lain karena "ketololan"-nya, atau karena salah
seorang di antara mereka nenbubarkannya. Apabila perseroan tersebut
terdiri dari dua orang, sementara perseroan tersebut nerupakan
transaksi yang nubah, naka dengan adanya hal-hal semacam itu bisa
batal, sebagai mana transaksi wakal ah. Apabila sal ah seorang perseronya
meni nggal, lalu dia nmenpunyai ahli waris yang tel ah dewasa, naka dia
bi sa mengganti kan perseroan tersebut. Dia juga bisa diberi izin untuk
i kut dal am nmengel ol a, disanping di a berhak nenuntut bagi an keuntungan
Apabi | a sal ah seorang persero nmenuntut penbubaran, naka persero yang
lain harus nmenenuhi tuntutan tersebut. Apabila nereka terdiri dari
beberapa pesero, lalu salah seorang di antara nereka nmenuntut
penbubaran, sementara yang lain tetap bersedi a nmel akukan perseroannya,
naka pesero yang lain tetap statusnya sebagai pesero, dinmana perseroan
yang telah dijal ankan sebel umya tel ah rusak, kerudi an di perbaruhi di
antara pesero yang nasi h bertahan untuk nmengadakan perseroan tersebut.

Hanya masal ahnya perl u di bedakan antara penbubaran dal am perseroan

nmudl ar abah dengan perseroan yang |ain. Dal am perseroan nmudl arabah ,

apabila seorang pengelola nenuntut penjualan sedangkan peseronya
nenuntut bagi an keuntungan, nmaka tuntutan pengelola tersebut harus
di penuhi , sebab  keuntungan tersebut nerupakan  haknya, kar ena
keuntungan tersebut tidak terwiyjud selain dalam penjualan. Adapun
dal am bentuk perseroan yang lain, apabila salah seorang di antara
nereka nenuntut bagian keuntungan, senmentara yang lain nenuntut
penj ual an, maka tuntutan bagi an keuntungan tersebut harus dipenuhi,
sedangkan tuntutan penjual an tidak

8. 3 PERSEROAN DALAM SI STEM KAPI TALI S



Perseroan dalam sistem Kapitalis adalah transaksi yang karena
transaksi tersebut, dua orang atau |ebih masing-nmasing terikat untuk

menberi kan saham (share) dalam sebuah proyek padat nodal, dengan
menberi kan investasi, baik berupa harta ataupun kerja agar bisa
mendapat kan penbagi an  hasi | dari proyek tersebut, bai k berupa

keuntungan maupun Kkerugi an. Perseroan tersebut bisa diklasifikasikan
menj adi dua macam yaitu perseroan orang dan perseroan nodal

Perseroan orang adal ah perseroan yang di dal amya terdapat unsur
manusi a, di mana manusi a menmpunyai pengaruh di dal am perseroan tersebut
beri kut dal am nmenper ki rakan penbagi an hasilnya. Perseroan ini adal ah

seperti Firma dan conpany limted by guarantee . Berbeda dengan
perseroan nodal, sebab di dalam perseroan ini tidak terdapat unsur
manusi a sama sekali, baik nilai mnmaupun pengaruhnya. Bahkan perseroan
i ni menafikan adanya unsur nanusia sama sekali, dimana di dal am

penbent ukan dan perjal anannya, hanya terdiri dari unsur nodal saja.
Perseroan ini adalah seperti corporation (perseroan terbatas) dan
conpany limted by shares.

8.3.1 Perseroan Mddel Firnma

Perseroan ini merupakan transaksi antara dua orang atau | ebih yang
sepakat nmel akukan perdagangan bersama dengan nama tertentu, kenudian
semua anggot anya terikat dengan hutang-hutang perseroan dengan jam nan
harta mlik nmereka, tanpa batas. O eh karena itu, tidak satupun pesero
bi sa mel epaskan haknya dal am perseroan ini kepada orang |ain, kecual
dengan seizin pesero yang lain. Dan perseroan ini bisa dibubarkan,
karena salah seorang peseronya neninggal duni a, atau karena
"kebodohannya" dia harus dikendalikan pihak lain, ataupun karena
pailit, selama tidak ada kesepakatan wuntuk nenolak penbubaran
t er sebut.

Senua anggota perseroan ini dal am perjanjiannya sana-sana
bertanggungj awab di hadapan anggota yang |ain untuk mnenerapkan senua
perjanjian perseroan. Dalam hal ini, tanggungjawab nereka tidak
terbatas; dinmana tiap pesero dituntut untuk nenmenuhi semua hutang
perseroan, bukan hanya dengan harta perseroan saja, tetapi termasuk
dengan harta pesero tersebut. Sehingga dia harus nenberikan hartanya
setel ah harta perseroan habis untuk nenutupi hutang perseroan, apabila
nemang masih kurang. Perseroan ini  juga tidak akan nmentolelir
perl uasan proyek. Adapun penbentukan perseroan ini bisa senpurna
dengan adanya beberapa orang, yang nasing-nmasing saling nenaruh
kepercayaan dan nmenmahami dengan bai k, dan yang |ebih penting adal ah
nemaham kepri badi an para pesero, bukan hanya badannya saja, tetapi
juga dari segi pusat dan pengaruhnya di tengah nasyarakat.

Perseroan ini adalah batil. Sebab, syarat-syarat yang dinyatakan
di dal am perseroan tersebut bertentangan dengan syarat-syar at
perseroan dalam |Islam Karena hukum syara' tidak pernah nensyaratkan
kepada pesero, selain kebol ehan nengel ola saja. Perseroan dal am | sl am
juga bol eh nenperluas aktivitasnya, apabila para pesero tel ah sepakat
unt uk menperl uas perseroan tersebut. Caranya bisa jadi dengan nenanbah
nodal nereka atau dengan nenanbah peseronya. Mereka secara nutlak
berhak nengelola, sehingga bisa nelakukan apa saja yang nereka
kehendaki. Disanping karena pesero di dalam Islam tidak nengena
t anggungj awab dal am perseroannya dengan jam nan pribadinya, kecual
sebatas dengan investasinya di dalam perseroan tersebut. Juga karena
seorang pesero berhak keluar kapan saja, kalau dia ingin keluar, tanpa
harus ada disepakati oleh para pesero yang lain. Perseroan tersebut
juga tidak bisa dibubarkan karena neninggal nya sal ah seorang pesero
atau karena pesero tersebut dikendalikan oleh orang lain, selain
rusaknya perseroan pesero yang bersangkutan, sedangkan pesero yang



lain masih tetap; apabila perseroan tersebut terdiri lebih dari dua
orang. Inilah syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara'. Karena
per syaratan perseroan nodel Firma di atas bertentangan dengan syarat-
syarat tersebut, bahkan bertol akbel akang sehingga perseroan nodel
Firma nmenj adi perseroan yang rusak, dan menurut syara' hukummya haram
ber gabung dengan perseroan tersebut.

8. 3.2 Perseroan Terbatas (Corporation)

Perseroan terbatas adalah perseroan yang terbentuk dari para
pesero yang tidak dikenali oleh khalayak. Pendiri perseroan saham
tersebut adalah tiap orang yang nelakukan transaksi perseroan yang
pertama. Sebab, transaksi yang pertama itulah yang nenjadi kan para
pel akunya untuk terikat dengan aktivitas tertentu dalam rangka
nmer eal i sasi kan tuj uan bersama, yaitu perseroan

Sedangkan untuk nendaftarkan diri dalam perseroan tersebut,
menghar uskan seseorang untuk nenbeli satu |enbar surat saham atau
I ebih dari saham perseroan yang telah ditetapkan (issued), yang
nilainya telah ditetapkan (nilai nominal). Kepemlikan saham tersebut
merupakan salah satu bentuk keterlibatan secara otonatis, artinya
untuk rmnenjadi pesero seseorang cukup dengan menbeli beberapa | enbar
surat saham bai k pesero yang lain nmenerim ataupun tidak

Pendaftaran tersebut bisa diupayakan dengan dua cara: Pertana
para pendiri perseroan tersebut nenentukan jum ah saham perseroan yang
akan dicetak, |alu nenbagi saham saham tersebut kepada kal angan intern
nmer eka, bukan untuk disebarkan kepada khalayak. Hal itu ditenpuh
dengan cara menentukan peraturan sistem perseroan yang nenuat tentang
syarat-syarat yang akan dil aksanakan oleh perseroan tersebut, lalu
mer eka tandatangani, sehingga siapa saja yang ikut mnenandatangan
peraturan tersebut dianggap sebagai pendiri sekaligus pesero. Maka,
begitu penandatanganan tadi telah senpurna, berdirilah perseroan
tersebut. Cara yang kedua, adal ah dengan nel akukan setoran (penjual an
ke publik-Pent.), dan cara inilah yang tersebar ke seluruh dunia,
yaitu ada beberapa orang yang nel akukan pendirian perseroan. Kenudian
nereka nenbuat sistem perseroan tersebut, lalu perseroan tersebut
nenj ual sahamya kepada khal ayak agar bisa nenjadi anggotanya. Apabila
waktu pendaftaran dal am perseroan tersebut berakhir, maka di adakan
rapat umum penegang saham perseroan untuk nenberikan masukan tentang
si stem perseroan serta nenentukan Dewan Komi saris perseroan tersebut.
Dan tiap penegang saham berarapun jum ah sahammya, berhak untuk hadir
dal am rapat umum penegang saham nmeski yang bersangkutan hanya
nenpunyai satu |enbar surat saham Kenudi an perseroan tersebut bisa
nermul ai  kegi atannya, pada saat berakhirnya batas waktu penutupan
pendaftaran

Kedua cara ini sebenarnya adalah sama, yaitu nenberikan nodal
di mana perseroan tersebut tidak bisa dianggap berdiri, kecuali setel ah
berakhi rnya penandatanganan pendiri perseroan tersebut pada cara
pertama, dan berakhirnya batas waktu pendaftaran pada cara kedua.
Sehi ngga transaksi perseroan semacam ini hanya nerupakan transaksi
antar nodal saja, dan di dalammya sama sekali tidak ada unsur
manusi anya. Jadi, nodal-nodal itulah yang sebenarnya telah nel akukan
per seroan, bukan orang-orangnya. Sebab, nodal -nodal inilah yang tel ah
nenbent uk perseroan dengan nodal -nodal orang yang lain, tanpa adanya
satu orang pun. Oeh karena itu, tiap pesero sama sekali tidak berhak

--berapapun jumah sahamya-- untuk nemnpin aktivitas perseroan
tersebut, atas nanma pesero. Dia juga tidak berhak untuk bekerja d
dal am perseroan tersebut, ataupun ikut nengendalikan aktivitas

perseroan, atas nana pesero. Sebab, yang berhak nmem npin aktivitas
perseroan dan berhak bekerja di sana serta ikut nmengendalikan dan
nengar ahkan setiap aktivitasnya adalah orang yang disebut direktur,



yang dipilih atau diangkat ol en dewan komisaris. Dewan kom saris ini
akan nmem lih dari kal angan penmegang saham dimana tiap orang yang ada
di dalamya nem liki hak suara, berdasarkan kadar pemlikan nodal nya
bukan berdasarkan manusi anya. Sebab, peseronya adal ah nodal, sehingga
nodal | ah yang nmenentukan jum ah suara; dengan ketentuan tiap |enbar
surat saham satu suara, bukan tiap orang satu suara. Sehingga dal am
perseroan saham tersebut, seorang penanam saham tidak ada nilainya,
sebab yang dinilai adalah hanya nodal nya saja. Perseroan terbatas
(corporation) ini bersifat tetap, serta tidak terikat dengan hi dup dan
mati nya seorang pesero. Sebab, kadang-kadang ada pesero neningga
dunia, sementara perseroannya tidak nengal am i kwi dasi. Kadang
seorang pesero, karena "kebodohannya" sehingga harus di kendal i kan ol eh
orang lain, namun masih bisa terlibat di dal am perseroan tersebut.

Adapun nodal perseroan tersebut, bisa dibagi nenjadi sejunlah
bagi an yang nil ai nya sama, dan bi asanya di sebut dengan sebutan saham
Adapun penanam saham adal ah seorang pesero yang tidak perlu diselidik
karakter pribadinya, dan tanggungjawabnya ditentukan berdasarkan
prosentase kepem|likan dalam nodal. Sehingga para pesero tersebut
tidak terikat nenanggung kerugian selain sesuai dengan prosentase
saham nereka dalam perseroan tersebut. Bagian pesero tersebut juga
bi sa di pi ndahkan, dijual atau dimliki oleh orang lain, tanpa harus
mendapat kan izin dari pesero yang l|lain. Dan saham saham yang dimli ki
oleh tiap pesero itu berupa kertas (surat) yang bernili nom nal yang
nencer mi nkan jum ah nodal, yang kadang-kadang berupa saham atas nanm,
dan kadang-kadang berupa saham atas tunjuk, yang bisa dipindahkan
kepenm | i kannya dari seseorang ke orang lain secara bebas. Investor
yang tercatat didalam surat-surat saham tersebut, tidak terikat
kecuali dengan sejum ah nilai saham yang tertera, naka Saham adal ah
bagi an dari keberadaan perseroan, yang tidak bisa di pecah-pecah , akan
tetapi saham tersebut bukan nmerupakan bagian dari npdal perseroan
(transaksi jual beli saham dipasar sekunder tidak berhubungan dengan
nodal perseroan- pent). Sedangkan surat-surat saham tersebut |ayaknya
formulir pendaftaran dalaminvestasi ini. Senmentara harga surat saham
tersebut tidak tetap, tetapi berubah-ubah sesuai dengan untung dan
rugi nya perseroan. D mana keuntungan dan kerugian tiap tahunnya juga
ti dak sama, kadang berbeda atau bahkan sangat taj am perbedaannya.

Dengan dem ki an saham saham (harga pasarnya —pent.) tersebut tidak
nencer mi nkan nodal yang diinvestasi kan pada saat pendirian perseroan
tersebut, kecuali hanya nencerm nkan nodal perseroan pada saat dibeli
atau pada waktu tertentu saja. Maka, saham saham tersebut hanpir sanm
dengan uang kertas yang harganya bisa turun, apabila bursa saham
nengal ami  penurunan dan harganya bisa naik, apabila bursa saham
nengal am kenai kan. Apabila perseroan nengal am Kkerugi an, naka nil ai
sahamya akan nengal am penurunan, dan nilai tersebut akan naik
apabila perseroan nengal am keuntungan. Setelah perseroan tersebut
nermul ai  aktivitasnya, naka saham tersebut akan berubah dari wuijudnya
sebagai nodal nenjadi Surat Berharga (narketable Securities) yang
nmenpunyai nilai tertentu, yang bisa nmengal am fluktuasi sesuai dengan
kondi si pasar, yaitu sesuai dengan untung dan ruginya perseroan
tersebut, atau sesuai dengan penerinaan dan penol akan khal ayak
terhadap perseroan tersebut. Sehingga saham tersebut nerupakan barang
yang tunduk kepada hukum perm ntaan dan penawaran. Saham saham
tersebut juga bisa ditransfer dari satu tangan ke tangan | ain, seperti
nentransfer surat-surat berharga yang nmenmiliki nilai nomnal di antara
i ndividu, tanpa harus dicatat di perusahaan (perseroan), apabila saham
tersebut berupa saham atas tunjuk, dan harus dicatat dal am perseroan
apabi | a saham tersebut berupa saham atas nana.

Per seroan (perusahaan) di anggap nendapat kan keuntungan, apabila
nilai (harta) per seroan yang ada bertanbah nelebihi nilai yang



tercatat pada awal tahun, naka penanbahan tersebut adalah keuntungan
(laba). Laba-1aba tersebut kenudian dibagi tiap tahun, setelah tahun
anggaran perseroan tersebut berakhir Apabila nilai per seroan
tersebut naik karena adanya kondisi yang nendadak tanpa disertai
keunt ungan, maka  tidak ada yang bi sa nmencegah pel aksanaan
pendi stri busian pertanbahan ini. Apabila yang terjadi sebaliknya,
yaitu nenurunnya nil ai perseroan tersebut , walaupun per seroan
tetap untung. Hanya saja keuntungan-keuntungan perseroan tersebut
di  ebur dengan nilai yanga ada dal am perseroan tersebut, sehingga hal
itu tidak akan nenanbah nilai yang dituntut, sehingga keuntungan
tersebut tidak nmungkin dibagi, Ketika terjadi penbagian
keuntungan ada bagi an dari keuntungan-keuntungan tersebut di khususkan
untuk pos cadangan (laba yang ditahan), dan ada bagi an yang lain
di al okasi kan unt uk pos para penanam saham (di vi den).

Perseroan tersebut bisa di sebut sebagai "orang abstrak". Yang bisa
menper karakan dan  di perkarakan --karena namanya-- di hadapan
pengadi | an, sebagai mana perseroan tersebut nenmpunyai "tenpat tinggal™”
dan "kewar ganegaraan” khusus. Sehingga tidak ada seorang penanam saham
pun yang bisa nenbantunya, termasuk anggota komisaris dal am
kapasi t asnya sebagai seorang pesero, atau pribadi. Nanun hal itu hanya
dimliki oleh orang yang diwakili, dengan sebutan perseroan tersebut.
Jadi, yang nengendalikan adalah perseroan atau "orang abstrak”
tersebut, bukan manusi a yang secara | angsung nanangani nya.

Inilah perseroan terbatas (corporation). Perseroan ini adalah
perseroan yang batil nmenurut syara', termasuk nu' amal ah yang tidak
bol eh dil akukan ol eh seorang nuslim Sedangkan bentuk kebatilannya
serta keharaman untuk bergabung di dal ammya adal ah sebagai beri kut:

Pertama, Definisi perseroan di dal am|slam adal ah transaksi antara
dua orang atau | ebih yang tel ah sepakat untuk mel akukan pekerjaan yang
bersifat finansial dengan tujuan nencari keuntungan (laba). Sehingga
perseroan tersebut nerupakan transaksi antara dua orang atau |ebih
jadi tidak boleh terjadi kesepakatan sepi hak, tetapi kesepakatan harus
terjadi antara kedua bel ah pi hak atau |ebih. Transaksi dal am perseroan
tersebut harus dilaksanakan dalam rangka nelakukan pekerjaan vyang
bersifat finansial, dengan tujuan nmencari keunt ungan. Sehi ngga
transaksi tersebut tidak bisa hanya dilaksanakan dalam rangka
menberi kan nodal saja. Begitu pula, tujuan transaksi tersebut tidak
cukup hanya sekedar bergabung saja. Odeh karena itu, pekerjaan yang
bersifat finansial tersebut nerupakan asas dal am nengadakan perseroan
Sedangkan unt uk nel akukan pekerjaan yang bersifat finansial tersebut,
adakal anya dari kedua belah pihak yang nelakukan agad (transaksi),
atau satu pihak nelakukan usaha sedangkan pi hak lain nodal. Tidak
mungki n transaksi tersebut terjadi di antara nereka, senentara yang
nel akukan kegi atan yang bersifat finansial adalah orang lain, sebab
cara semacam itu tidak nenunjukkan adanya transaksi, bahkan tidak ada
satu orang pun yang terikat. Padahal transaksi tersebut senestinya
nenj adi kan orang yang nelakukan transaksi nenjadi terikat dan
nengel ol anya sendiri, bukan orang lain. Sehingga kerja yang bersifat
finansial tersebut seharusnya terbatas dilaksanakan antara dua pihak
yang nmel akukan transaksi; adakal anya dari nmereka berdua --baik noda
maupun tenaga-- atau dari salah seorang di antara nereka, sedangkan
nodal dari yang lain. Ml akukan pekerjaan yang bersifat finansial dari
sal ah seorang pel aku transaksi tersebut adal ah hal yang pasti --hingga
pendirian dan eksistensi perseroan tadi nenjadi senpurna-- yang
nengharuskan agar di dal am perseroan tersebut ada badan yang terikat
dengan transaksi tersebut. Sebab di dalam perseroan dalam |slam
di syarat kan harus ada badan, karena badan tersebut nmerupakan unsur
utama dal am nmengadakan perseroan. Apabila badan tersebut ada, naka
perseroan bisa dibentuk. Apabila badan tersebut tidak ada di dalam



perseroan, maka perseroan tersebut belum terbentuk sebagai sebuah
perseroan, termasuk dari segi asasnya.

Orang-orang Kapitalis nendefinisikan corporation tersebut sebaga
transaksi, yang dengannya dua orang atau Ilebih terikat wuntuk
menanankan saham dal am suatu proyek padat nodal, dengan nenberikan
i nvestasi berupa nodal agar bi sa mendapat kan penbagi an keuntungan atau
kerugi an dari proyek tersebut. Dari definisi ini, termasuk dari fakta
pendirian perseroan tersebut dengan kedua cara di atas, nmaka nampak
bahwa perseroan tersebut bukan nerupakan transaksi antara dua orang
atau lebih yang sesuai dengan hukum hukum syara'. Sebab, transaksi
menurut syara' adalah terjadinya ijab dan gabul antara dua pihak; baik
dua orang ataupun | ebih. Dengan kata lain, di dalamtransaksi tersebut
harus ada dua pihak; salah satu di antara nereka nenyatakan ij ab,
dengan nemrul ai nenyanpai kan transaksi tersebut sem sal: Saya nenikah
anda, atau saya nenjual kepada anda, atau saya nengontrak anda, atau
saya nmengadakan perseroan dengan anda, atau saya beri kan kepada anda
ataupun yang |ain. Kemudian yang |ain nmenyatakan gabul, sem sal: Saya
menerima, atau saya rela, ataupun vyang lain. Apabila transaks
tersebut tidak terdiri dari dua pihak atau tidak terdapat ijab dan
gabul, nmaka transaksi tersebut belum terbentuk, dan nenurut syara’
ti dak bi sa disebut transaksi.

Sedangkan dal am perseroan saham para pendiri sepakat terhadap
syarat - syarat perseroan, nanun nereka saling nendel egasi kan; sementara
nmereka sendiri hanya nel akukan kesepakatan terhadap syarat tersebut
Kenudi an nereka nenbuat akte yaitu corporation charter. Setelah itu,
akte tersebut ditandatangani oleh tiap orang yang ingin bergabung,
di mmna penandat anganan akte itulah yang dianggap sebagai pernyataan
gobul terhadap transaksi tersebut, dinmana ketika itu nereka dianggap
sebagai pendiri sekaligus pesero. Dengan kata |ain perseroannya
di anggap senpurna, apabila penandatanganannya senpurna, atau ketika
masa pendaftaran tersebut sudah selasi. Maka jelas sekali, bahwa dal am
hal ini tidak ada dua pihak yang secara bersama-sama nel akukan
transaksi dan di dalammya juga tidak ada ijab dan qgabul. Nanun yang
ada hanya ada satu pihak yang nmenenuhi syarat-syarat tersebut,
sehi ngga dengan terpenuhinya syarat tersebut, orang yang bersangkutan
nenj adi pesero. Jadi, perseroan saham ini bukan nerupakan kesepakatan
antara dua pihak, nelainkan kesepakatan sepihak terhadap syarat
tertentu.

O eh karena itu, para pakar ekonom Kapitalis dan ahli hukum Bar at
nengat akan bahwa keterikatan di dalam perseroan tersebut nerupakan
sal ah satu bentuk pengel ol aan terhadap "kehendak Individu". "Kehendak
I ndi vi du" adal ah adanya tiap orang yang terikat dengan suatu urusan
dari pi haknya kepada khalayak atau orang lain, tanpa nenperhatikan
apakah khal ayak atau orang lain tersebut sepakat atau tidak, sepert
janji kebol ehan sesuatu. Menurut nereka, dan pada kenyataannya,

corporation tersebut adalah keterikatan penanam saham atau pendiri
at au penandat angan akte dengan syarat-syarat yang ternuat di dal amya,
tanpa nenperhati kan apakah orang l|ain sepakat ataukah tidak. Mereka
nenganggapnya sebagai pengel ol aan terhadap "kehendak i ndividu"
tersebut. Atas dasar inilah, naka transaksi perseroan saham dengan
"kehendak individu" ini merupakan transaksi yang nenurut syara' adal ah

batil . Sebab nmenurut syara', transaksi adalah keterikatan antara

ijab yang muncul dari sal ah seorang yang nel akukan transaksi dengan
gabul dari pihak lain nelalui cara yang pengaruhnya nanpak pada
nmasal ah yang di t ransaksi kan. Sedangkan di dal am transaks

corporation tersebut tidak terjadi hal-hal semacam itu. Di mana dal am
hal ini tidak terjadi kesepakatan antara dua orang atau | ebih, nanun
karena tuntutannya seseorang hanya terikat dengan saham dal am suatu
proyek padat nodal. Dan berapapun jumlah orang dan pesero yang



terikat, tetap saja orang yang terikat tersebut dianggap satu (satu
pi hak yaitu penodal -pent). Ketikan dikatakan bahwa para pesero
tersebut nel akukan kesepakatan di antara nereka terhadap syarat-syarat
perseroan, sehingga kesepakatan nereka dianggap sebagai ijab dan
gabul . Sedangkan penandatangan akte itu dimksud untuk nenbukukan
transaksi yang nmereka sepakati, lalu nmengapa hal ini tidak bisa
di sebut transaksi ?

Jawabnya adal ah, bahwa para pesero tersebut tel ah sepakat terhadap
syarat -syarat perseroan, nanun berdasarkan kesepakatan mereka, nereka
tidak menganggap diri nmereka nelakukan perseroan secara riil dan
mereka tidak terikat dengan kesepakatan terhadap syarat-syarat
tersebut, bahkan nereka nasing-masing boleh neninggal kan dan tidak
i kut terlibat, set el ah sepakat t er hadap syar at - syar at dan
penandat angan akte tersebut. Dimana nereka tidak terikat dengan
kesepakat an terhadap syarat-syarat tersebut sesuai dengan istilah dan
kesepakatan nereka, selain setelah akte tersebut ditandatangani
Apabila akte tersebut tel ah ditandatangani, maka akte tersebut nenjadi
mengi kat. Narmun sebelum itu, akte tersebut tidak nmengikat dan tidak
teri kat dengan sesuat upun

O eh karena itu, kesepakatan nereka terhadap syarat-syarat
tersebut, sebelum aktenya ditandatangani, menurut nereka tetap tidak
di anggap sebagai transaksi. Padahal transaksi tersebut nenurut syara'
juga bukan nerupakan transaksi, sebab kesepakatan terhadap syarat-
syarat untuk bergabung, dan kesepakatan untuk bergabung tersebut tidak
bi sa dianggap sebagai transaksi perseroan. Sebab mereka, nmenurut
kesepakatan nereka sendiri, tidak harus terikat dengan transaksi
tersebut sebelum ditandatangani, padahal transaksi tersebut adal ah
sesuatu yang nenjadi kan dua orang yang nmelakukannya harus terikat
dengannya. O eh karena itu, kesepakatan mnereka terhadap syarat-syarat
perseroan dan syarat-syarat untuk bergabung tersebut tidak bisa
di anggap sebagai ijab dan qabul. Sehi ngga, nenurut hukum syara'
juga tidak bisa dianggap sebagai transaksi, ditanbah transaksi
tersebut nenurut nereka sendiri tidak di anggap sebagai transaksi .

Boleh jadi ada yang berkonmentar, bahwa kesediaan pihak pesero
dengan nenandat anganni transaksi tersebut bisa dianggap sebagai
pernyataan ijab dari pihaknya senmentara penandatanganan itu sendiri
di anggap sebagai gabul. Jawabnya adal ah, bahwa tiap pesero yang ikut

nenandat angani, kadang hanya nenerima saja dan itulah gabul ,
sedangkan penawarannya tidak pernah disanpai kan dari satu orang pun,
artinya ijab -nya belum pernah disanpaikan dari satu orang pun

Sehingga tidak ada pihak yang nenawarkan, baik dari para pendiri
nmaupun penandatangan yang pertanmm, senentara yang ada hanyal ah
per nyataan  gabul dari tiap pesero. Maka, penandatangan tersebut
intinya hanya nenerima syarat-syarat serta terikat dengan syarat-
syarat tersebut, tanpa ada penawaran untuk ikut nmnengelola dari satu
orang pun, dengan kata lain tanpa ada seorang pun yang nengatakan
kepadanya: "Aku nel akukan perseroan dengan anda." Adapun akte
pendirian yang diberikan untuk ditandatangani tersebut, sebenarnya
tidak bi sa di sebut sebagai penawaran untuk mengel ol a.

Atas dasar inilah, naka fakta perseroan terbatas, bahwa tiap
pesero yang ada di dal ammya hanya nenerina saja, dan pernyataan gabul
dengan qabul yang lain, tetap nmenurut syara' tidak dianggap sebaga
suatu transaksi (baca: akad) yang sah. Bahkan, tetap wajib ada ijab

dengan pernyataan yang nenunjukkan ijab bukan gabul. Kenudi an
pernyataan qabul harus di nyatakan dengan pernyataan yang nenunj ukkan
gabul . Odeh karena itu, tidak seorang pun yang telah menandat angan

akte pendirian perseroan tersebut bisa disebut sebagai pihak yang
nenyat akan ijab, nanun senuanya hanya sebagai pihak yang nenyatakan



gabul . Karena di dalam perseroan tersebut hanya terdapat gabul
tanpa ada ijab , maka perseroan tersebut bel um bi sa di anggap berdiri
Orang-orang Kapitalis nmenyebut akte pendirian perseroan, atau
corporation charter t er sebut sebagai transaksi , dan rmereka
mengat akan bahwa transaksi tersebut sah. Adapun nenurut syara'
corporation charter tersebut tidak di anggap sebagai transaksi, sebab
yang namanya transaksi itu adalah adanya ijab dan qabul antara dua
pi hak. Dari sinilah, naka perseroan terbatas tersebut, nenurut syara'
tetap tidak bisa dianggap sebagai transaksi yang sah
Di sanmping di dalam transaksi tersebut tidak terjadi kesepakatan
untuk nel aksanakan pekerjaan yang bersifat finansial dengan tujuan

mencar i keunt ungan, nanmun yang terjadi di dal ammya  hanyal ah
kesepakat an pendiri atau pendaftar untuk nenberi kan nodal dal am sebuah
proyek padat nodal. Jadi, transaksi tersebut tidak ada unsur

kesepakatan untuk el akukan pekerjaan, sebab yang ada hanyal ah
keteri katan yang bersifat personal dari seseorang dengan nenberikan
nodal saja, dimana di dalam keterikatan tersebut tidak ada keharusan
untuk bekerja. Padahal, nel aksanakan pekerjaan yang bersifat finansial

t er sebut merupakan tujuan perseroan, bukan sekedar ber gabung,
sementara tidak adanya transaksi tersebut dari unsur kesepakatan
untuk nel akukan pekerjaan itu jelas telah nenbatal kan keabsahan suatu
transaksi. Dengan dem kian, perseroan tersebut belum terwijud kalau

hanya sekedar ada kesepakatan untuk rmenberikan  harta, sebab
kesepakat an unt uk nel akukan pekerjaan yang bersifat finansial tersebut
bel um ada. Dari sinilah, maka perseroan tersebut statusnya batil

Ada yang nengat akan, bahwa akte pendirian perseroan atau

corporation charter tersebut telah nmenuat bentuk pekerjaan yang akan
di | aksanakan ol eh perseroan, seperti pabrik gula, atau perdagangan
ataupun yang lain, nmaka di dalamya tentu telah terjadi kesepakatan
unt uk nel aksanakan pekerjaan yang bersifat finansial. Jawabnya adal ah
bahwa j eni s pekerjaan yang di sebutkan itu hanyal ah pekerjaan yang akan
di | aksanakan ol eh perseroan, nanun tidak pernah terjadi kesepakatan
dari pihak pesero untuk nel aksanakan pekerjaan tersebut. Yang terjad
di antara nereka hanya kesepakatan untuk bergabung serta kesepakatan
t er hadap syar at - syar at per ser oan saj a. Kermudi an nenyer ahkan
pekerjaannya kepada "orang abstrak" yang akan dimliki perseroan
setelah pendirian perseroan tersebut. Oeh karena itu, kesepakatan
antara pesero untuk nel aksanakan pekerjaan yang bersifat finansial itu
sebenarnya tidak pernah terjadi.

Di sanping itu, perseroan dalam I|slam nengharuskan adanya badan
yang terlibat di dalammya, atau nengharuskan adanya orang yang
nengel ol a, bukan tubuh atau tenaganya saja. Sehingga adanya badan
nerupakan unsur utanma dal am nenbentuk perseroan tersebut. Apabila ada
badan, nmaka perseroan tersebut telah terbentuk, dan apabila badan
tersebut tidak ada di dalam perseroan tadi, naka perseroan tadi belum
terbentuk, termasuk dari segi asasnya. Senentara di dalam perseroan
saham itu, tidak terdapat unsur badan sama sekali, bahkan unsur
nmanusi a menmang sengaj a dijauhkan dari perseroan tersebut, dan secara
nmut | ak tidak dianggap ada. Sebab transaksi perseroan saham tersebut
adal ah transaksi antar npdal saja, dan di dalammya tidak terdapat
unsur nanusi a sanma sekali, sehingga nodal |l ah yang nel akukan perseroan
antara nodal satu dengan nodal yang |ain, bukan penliknya. D mana
nodal -modal inilah yang nel akukan perseroan dengan nodal -nodal lain
tanpa disertai keterlibatan badan pesero. Tidak adanya badan pesero
tersebut nengaki bat kan perseroan itu belum bisa terbentuk, sehingga
nilainya batil, nenurut syara'. Sebab, badan itulah yang seharusnya
nengel ola nodal, dan senestinya pengelolaan nodal itu disandarkan
kepada badan tersebut. Apabila badannya tidak ada, maka pengel ol aannya
pun tidak ada.



Sedangkan keberadaan orang-orang yaitu para pemlik nobdal yang
nmel akukan kesepakatan untuk menanankan saham berupa nodal, serta
nmerekal ah yang nmemlih dewan kom saris yang nelaksanakan pekerjaan
dal am perseroan tersebut, sama sekali tidak nmenunjukkan bahwa di dal am
perseroan tersebut terdapat satu badan pun, sebab kesepakatan mereka
adal ah untuk nenjadi kan nodal nya sebagai pesero, bukan nereka sendiri
yang nenjadi pesero. Jadi, nodal itulah yang merupakan pesero, bukan
pem | i knya.

Adapun keberadaan nmereka sebagai pihak yang nmemlih dewan
kom saris itu tidak bisa diartikan bahwa nereka telah newakil kan,
nmel ai nkan nodal rmerekal ah yang mnenyebabkan terjadi nya pewakil an dari
pi hak nereka kepada dewan tersebut, dan bukannya pewakilan kepada

nmereka. Terbukti, penanam saham nenmiliki suara bergantung Kkepada
jum ah penmlikan surat sahammya. Maka, siapa yang meniliki satu | enbar
surat saham dia hanya mem|iki satu suara, atau satu wakil. Dan siapa
yang menmli ki seribu | enbar surat saham naka dia akan nemliki seribu
wakil, sehingga pewakilan tersebut berlaku terhadap harta bukan
terhadap nmanusi a. I ni menbukti kan  bahwa  unsur manusia telah

di hi |l angkan dari sana, dan perseroan tersebut hanya terdiri dari unsur
harta saj a.

Dengan dem ki an, definisi perseroan terbatas tersebut mnmenunjukkan
bahwa di dal am perseroan tersebut belum terpenuhi syarat-syarat yang
semestinya harus ada, sehingga perseroan dalam Islam tersebut bisa
terbentuk. Sebab, ternyata di dalammya tidak terdapat kesepakatan
antara dua pihak atau I|ebih, nelainkan hanya ada keterikatan dengan
"kehendak pribadi" dari satu pihak. Dan di dalammya bel um terdapat
kesepakat an untuk nel aksanakan suatu pekerjaan, selain keterikatan
seseorang untuk nenberikan nodal. D dalamya juga tidak terdapat
badan yang nel akukan pengel ol aan, dalam kapasitas badan tersebut
sebagai manusi a yang terdapat di dal am perseroan, nanmun yang ada hanya
nodal, tanpa disertai adanya badan sama sekali. Dengan dem ki an
transaksi perseroan saham dari sudut ini, menurut syara' adal ah batil
Sehi ngga perseroan saham tersebut nerupakan perseroan yang batil
sebab ternyata perseroan apapun tidak pernah berdiri, termasuk tidak
| ayak definisi perseroan di dalam |slam tersebut diberlakukan untuk
perseroan terbatas ini

Kedua, Perseroan adal ah sebuah transaksi wuntuk mengel ol a nodal
Sedangkan pengenbangan nodal dengan perseroan tersebut merupakan
pengenbangan kepenilikan. Dan pengenbangan kepenilikan tersebut
nerupakan salah satu bentuk tindakan yang sah nmenurut syara'

Senentara tindakan-tindakan yang sah nenurut syara' itu senuanya
hanyal ah tindakan |Iisan tasharruf qauli, seperti i j ab-gabul ,

pent. ), dimana tindakan tersebut hanya lahir dari aktivitas
seseorang, bukan dari aktivitas nodal . Sehingga pengenbangan

pem | i kan tersebut harus dari pemlik tindakan, yaitu dari manusia,
bukan dari nodal nya. D nana perseroan terbatas justru telah nmenjadi kan
nodal berkenbang dengan sendirinya tanpa ada badan pesero serta tanpa
ada pengelola yang nenmiliki hak untuk nmengelola, malah nenyerahkan
pengel ol aan tersebut kepada nodal. Sebab perseroan saham tersebut
hanyal ah nodal yang terkumpul dan nodal tersebut nemliki kekuatan
unt uk nengel ol a.

Oeh karena itu, perseroan tersebut dianggap sebagai "orang
abstrak", dinmana hanya dialah yang berhak nelakukan tindakan yang
syar'i tersebut, seperti penjualan, penbelian, produksi, pengaduan dan
sebagai nya. Padahal para pesero tersebut tidak nmenpunyai hak
nengel ol a sana sekali, sebab pengel ol aannya hanya nenjadi hak mlik

pri badi perseroan. Senentara, pengelolaan di dalam perseroan |slam
hanya dilakukan oleh para pesero sehingga salah satu pihak akan
nel akukan tindakan karena ada izin dari pihak lain Sedangkan nodal -



nmodal perseroan --dalam Islam tersebut-- secara keseluruhan sama

sekali tidak pernah nelahirkan tindakan apapun, sebab tindakan

tersebut hanya dari pribadi pesero, bukan dari pribadi perseroan. O eh
karena itu, tindakan-tindakan yang terjadi dari perseroan dalam
uj udnya sebagai "orang abstrak" itu adalah batil, nmenurut syara'.

Sebab, ti ndakan-ti ndakan tersebut seharusnya lahir dari or ang

tertentu, atau dari manusia. Dinana orang yang bersangkutan harus

mem | i ki tindakan tersebut. Padahal hal praktek semacam itu tidak
pernah ada di dal am perseroan saham

Ti dak bisa dikatakan, bahwa orang yang nelakukan kerja dalam
perseroan tersebut adalah para pekerja, dinmana nereka adal ah orang-
orang yang di bayar ol eh pemlik nodal yang nenanankan saham tersebut,
sementara yang nengelola dan nenganbil tindakan-tindakan itu adal ah
direksi dan dewan kom saris, dinmana mnereka adal ah para wakil penanam
saham Tidak bisa dikatakan dem kian. Sebab seorang pesero, dirinya
jelas nanpak di dalam perseroan tersebut, dinmana transaksi perseroan
tersebut nmengi kat dirinya. Sehingga dia tidak mungkin newakil kan dan
mengontrak orang lain untuk nelakukan aktivitas perseroan tersebut.
Nanmun, dialah yang harus nelakukan aktivitas perseroan itu sendiri
Sehingga para pesero tidak boleh nengontrak para pekerja untuk
menggant i kannya, termasuk tidak boleh newakil kannya kepada dewan
kom saris. Lebih-1ebih, faktanya dewan kom saris nyatanya bukan waki l
orang yang nmenanam saham nel ai nkan hanyal ah waki| nobdal nereka. Sebab
yang di pergunakan untuk menganbil tindakan tersebut adal ah suara yang
di perol ehnya dalam pemli han, di mana perolehan suara tersebut
nengi kuti berapa jumah saham yang diinvestasi kan dalam perseroan
tersebut, bukan mengi kuti pribadi peseronya. Di sanping, karena direksi
dan dewan komi saris tersebut sebenarnya tidak nmemliki hak untuk
mel akukan ti ndakan tersebut, karena tiga sebab
1. Karena nereka nengel ol a hal -hal yang diwakil kan kepada nereka dari

para penanam saham atau dari para pesero dengan cara pesero nmemlih
nmereka. Pesero juga tidak boleh diwakili, sebab perseroan tersebut
mengi kat dirinya, sebagainmana tidak boleh ada seseorang diwakili
unt uk nmeni kah (nenjadi pengantinnya) --nanmun bol eh dia diwakili oleh
orang lain untuk nelakukan akad nikah-- naka begitu pula tidak
di per bol ehkan untuk mewakil kan kepada orang lain agar sama-sanm
menj adi pesero, namun dia bol eh nmewakil kan kepada orang |ain untuk
nel akukan transaksi (akad) perseroan, bukan nenj adi peseronya.

2. Karena para penanam saham atau para pesero telah mewakil kan nbda
nereka, bukan nmewakilkan diri nmereka. Buktinya, suara dalam
pem | i han yaitu suara yang dianggap sebagai perwakilan adal ah suara
yang dinyatakan berdasarkan berapa jumah nodal nya, bukan
berdasarkan i ndivi du-i ndi vi dunya. Sehingga pewakilan tersebut
haki kat nya nerupakan pewakilan nodal nereka, bukan pewakilan diri
ner eka.

3. Karena para penanam saham adalah para pesero nodal saja, bukan
pesero badan. Senentara pesero nodal tidak nemliki hak untuk
nengel ol a perseroan sama sekali, sehingga dia tidak boleh diwakili
ol eh orang yang nengel ol a dal am perseroan tersebut sebagai wakil nya.

O eh karena itu, tindakan yang dilakukan direksi dan dewan
kom sari s adal ah tindakan yang batil, menurut syara'

Ketiga, Bahwa keberadaan perseroan saham yang bersifat tetap itu
adal ah  bertentangan dengan ketentuan syara'. Sebab, per ser oan
nerupakan salah satu bentuk transaksi, yang nmenurut syara' nemang
di per bol ehkan, dinmana bisa bubar karena neninggal nya salah seorang
pesero, atau gila, atau karena "kebodohannya" sehingga dia harus
di kendal i kan orang lain, atau karena penbubaran dari salah satu
pesero, apabila perseroan tersebut terdiri dari dua pesero, dan
apabila terdiri dari beberapa pesero, nmmka yang rusak hanya perseroan



orang yang nmeninggal, atau gila, atau orang yang dikendalikan orang
lain, dan apabila salah seorang pesero tersebut nmeninggal dunia
sementara dia nenpunyai ahli waris, mnmaka harus diteliti terlebih
dahul u: apabila ahli warisnya tidak akil baligh, maka dia tidak bol eh
nmel anj ut kan perseroan tersebut, namun apabila dia akil baligh, naka
bol eh nel anj ut kan perseroan, dan di a berhak mendapat izin pesero untuk
i kut nmengelola serta berhak untuk nenuntut penbagian hasil. Apabila
pesero harus dikendalikan orang |ain, maka perseroan tersebut bubar,
sebab seorang pesero seharusnya adalah orang yang bisa nelakukan
pengel ol aan. Karena perseroan saham tersebut bersifat tetap, dan terus
berl anjut neski salah seorang peseronya neninggal duni a, at au
di kendal i kan orang lain, mnmaka inilah yang nengakibatkan perseroan
tersebut nmenjadi rusak (fasid), karena perseroan tersebut nengandung
syarat yang rusak (fasid), berkaitan dengan keberadaan perseroan serta
prakt ek transaksi nya.

Ri ngkasnya, perseroan saham tersebut pada dasarnya tidak pernah
berdiri sebagai suatu perseroan, sebab yang menjadi pesero hanya npda
nmodal , dan tidak ada sama sekali unsur pesero badan, padahal pesero
badan tersebut nmerupakan syarat utanm, karena dengan adanya pesero
badan, maka perseroan tersebut bisa didirikan sebagai sebuah
perseroan, senentara tanpa adanya pesero badan tersebut, perseroan
bent uk apapun tidak pernah berdiri, sehingga perseroan tersebut sama
sekali tidak pernah ada

Mengenai perseroan saham menurut nereka, telah senpurna karena
adanya pesero nodal yang nel akukan perseroan, bukan karena yang |ain.
Perseroan tersebut sibuk dan nelakukan aktivitasnya tanpa harus ada
pesero badan, bahkan pesero badan --di dalam perseroan saham ini--
tidak memliki nilai apapun. Dari sinilah, nmaka perseroan saham
tersebut nmerupakan perseroan yang batil, sebab perseroan tersebut,
nmenurut syara' belum berdiri sebagai sebuah perseroan

Senentara orang-orang yang nengelola di dal am perseroan tersebut
adal ah direksi dan dewan komisaris, dinmna nereka adalah wakil dari
penanam saham artinya wakil dari pesero nmpdal, padahal nenurut syara
seorang pesero tidak bol eh diwakilkan kepada seorang wakil pun untuk
nengel ol a perseroan tersebut sebagai wakil pesero, baik seorang pesero
tersebut adal ah pesero nodal ataupun pesero badan. Sebab, transaksi
perseroan tersebut nmengikat dirinya, sehingga dia sendirilah yang
harus nel akukan pengel ol aan. Sehi ngga nmewaki | kan atau nengontrak orang
unt uk nel akukan pengel ol aan dan aktivitas dengan perseroan tersebut,
hukummya ti dak bol eh

Di sanpi ng karena pesero nodal saja, menurut syara' tidak nmemlik
hak untuk nelakukan pengel ol aan dan aktivitas dal am perseroan secara
nmut | ak, sebab wuntuk nelakukan pengelolaan dan aktivitas di dalam
perseroan tersebut hanya nmenjadi mlik pesero badan, bukan pesero yang
lain. Juga karena perseroan terbatas tersebut nenjadikan "orang
abstrak", dimana "orang abstrak" tersebut berhak untuk nengelola.
Padahal pengel ol aan tersebut, secara syar'i nestinya tidak sah selain
dari manusia yang nmenmliki kemanpuan untuk nelakukan pengel ol aan
msalnya dia harus akil baligh atau akil mumayyiz .  Maka, tiap
pengel ol aan yang bukan dari nmanusia, nmenurut syara' hukummya batil

Jadi, nmenyandarkan pengelolaan tersebut kepada "orang abstrak"

tadi hukummya haram nmaka harus disandarkan kepada orang yang
nmem | i ki  kemanpuan untuk nengelola, yaitu manusia. Oeh karena
perseroan saham adalah perseroan yang  batil, sehingga senua
transaksinya adalah batil. Senua harta yang diperoleh nelalui
perseroan tersebut adalah harta yang batil, sebab senua yang di perol eh
nel al ui transaksi yang batil, hukumya juga batil. Jadi, tidak halal

untuk mem | i ki nya.



2.3 Saham Saham Per ser oan Saham
Saham saham perseroan terbatas adalah surat-surat yang bernil ai

nom nal, yang nencernmi nkan harga perseroan pada saat ditetapkan
ni | ai nya saham tersebut. Sedangkan surat-surat tersebut tidak
mencer mi nkan nodal perseroan, pada saat pendiriannya. Jadi, saham

nmer upakan bagi an yang tidak bisa dil epaskan dari keberadaan perseroan
dimana ia juga bukan merupakan bagi an dari nodal perseroan, sebab ia
nmerupakan sandaran nilai adanya perseroan tersebut. N lai saham
tersebut juga tidak tetap, namun berubah-ubah nengikuti untung dan
rugi nya perseroan. N lai tersebut juga tidak tetap setiap tahunnya,
tetapi nilai tersebut akan selalu nmengal ami perbedaan dan perubahan.
O eh karena itu, saham tersebut tidak mencerm nkan nodal yang
di i nvest asi kan pada  saat pendirian per ser oan, kecual i hanya
mencer mi nkan nodal perseroan, ketika dijual atau pada waktu tertentu,
sehi ngga saham saham tersebut sama seperti kertas wuang, yang bisa
turun harganya, apabila bursa saham nengal am penurunan, dan naik
harganya, apabila bursa saham nengalam kenai kan. Mka, setelah
perseroan tersebut rmulai beroperasi, saham tersebut akan |epas dari
keber adaannya sebagai nodal, sehingga tinggal nenjadi surat bernil ai
nom nal yang nenpunyai nilai tertentu.

Hukum syara' tentang kertas-kertas yang bernilai nom nal itu harus
di bedakan: Apabila sandaran-sandaran yang nenjadi jam nan al at
penbayar berupa harta yang halal, seperti uang kertas yang nenpunyai
penjam n berupa enmas dan perak, atau yang serupa, serta setara
ni | ai nya, maka nenperjual -beli kannya adal ah halal. Sebab, harta yang
nenjadi penjam nnya adalah halal. Apabila sandaran-sandaran yang
menj adi jam nan al at penbayar berupa harta yang haram seperti hutang
yang di bungakan dengan sistem riba, seperti saham saham bank, ataupun
yang sejenis, maka nenperjual-belikannya adalah haram Sebab, harta
yang nenj adi penj am nnya hukummya har am

Saham saham perseroan terbatas tersebut adalah surat-surat yang
menuat al at tukar yang bercanpur antara nodal yang hal al dengan bunga
yang haram dal am sebuah transaksi dan mu' anmal ah yang batil, tanpa
bi sa dipilah-pilah |agi antara npdal pokok dengan bunganya. Tiap surat
dari saham saham dengan nilai investasi tertentu dari adanya perseroan
yang batil, dinmana adanya perseroan tadi diusahakan nelalui mu' anmal ah
yang batil dan dilarang oleh syara', naka surat tersebut juga
nerupakan harta yang haram Sehi ngga, saham saham perseroan terbatas
yang nmenuat alat tukar itu nerupakan harta yang haram Dengan
dem ki an, kertas-kertas yang bernilai nominal, yang merupakan saham
tersebut adal ah harta yang haram yang tidak bol eh diperjual-belikan
serta tidak bol eh di pergunakan dal am nel akukan suatu transaksi .

Tinggal satu nmasalah, vyaitu nmasalah yang dialam oleh kaum
muslimn terkait dengan penbelian nereka terhadap saham saham
perseroan dan keterlibatan nereka dalam pendiriannya, serta dengan

adanya saham saham vyang nereka mliki, naka --dengan dom nasi
i nvestasi nereka di dalam perseroan ini-- nmereka nmemnmiliki perseroan
tersebut. Apakah aktivitas nereka ini nerupakan suatu keharanman bagi
ner eka, padahal nereka tidak nemaham hukum syara' keti ka

nengi nvest asi kan saham nereka, atau nereka nendapatkan fatwa para
ulama' vyang tidak nemaham  fakta perseroan terbatas tersebut.
Bagai mana ini ? Dan apakah saham saham yang nereka kelola itu menjadi
mlik nereka, serta harta-harta yang halal bagi nereka, neskipun
sebel umya diperoleh nelalui m'anmalah yang secara syar'i batil?
At aukah haram bagi nereka? Padahal nereka tidak nemlikinya? Dan
apakah nereka bol eh nmenjual saham saham tersebut kepada orang lain
at aukah tidak?

Jawabnya adal ah, bahwa keti daktahuan tentang hukum syara' bukan
nerupakan udzur. Sebab, hukummya fardlu 'ain bagi tiap muslim untuk



bel aj ar hukum hukum syara' yang |azim di dal am hi dupnya, sehingga dia
bi sa nel aksanakan perbuatan sesuai dengan hukum syara' tersebut. Hanya
saja, bila hukum tersebut nerupakan hukum yang juga tidak diketahui
ol eh pel aku yang | ai n sebagai mana orang tersebut, maka hukumitu tidak
berl aku dal am perbuatan tersebut, sehingga perbuatannya tetap benar,
meski pun hukum syara' mnenyatakan bahwa perbuatan tersebut sebenarnya
batil. Sebab Rasul ull ah SAW pernah nmendengar kan Mt awi yah Bin Al Hakam
mendo' akan dengan kat a- kat a: "Senmpbga engkau (Muhamad) dirahmati
Al'lah." padahal dia sedang shal at. Setel ah nereka sel esai shalat, dia
di beritahu ol eh Rasul, bahwa berbicara itu menbatal kan shal at.

Mendo' akan dengan kata-kata: "Senpga engkau (Mihammad) dirahnmat
Al ah.™ itu sebenarnya nenbatal kan shalat, nanun beliau tidak
menyuruh MI' awi yah agar nengul angi shalat. Hadits yang semacam i ni
di riwayatkan oleh Imam Miuslim dan An Nasa'i dari 'Atha' Bin Yasar.
Karena hukum i ni, yaitu hukum bahwa berbicara itu nenbatal kan
shal at, adalah hukum yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan,
serta sahabat yang | ain, maka Rasul nenganggapnya udzur dan nenganggap
shal at Mu' awi yah tetap sah

Per seroan saham hukummya haram adal ah termasuk hukum yang tidak
di ket ahui ol eh kebanyakan kaum rmnuslimn, karena itu dalam hal in
kebodohan tersebut bisa nmenjadi udzur. Sehingga aktivitas orang-orang
yang nel akukan perseroan tersebut tetap sah, neskipun perseroan
tersebut statusnya batil. Sebagai mana shalat Mi'awi yah Bin Al Hakam
di mana shal atnya tetap sah, sekalipun di dalam shalat tersebut dia
mel akukan sesuatu yang nenbatal kan, nanun dia tidak tahu, bahwa
berbicara itu bisa nenbatalkan shalat. Fatwa para ulam' juga
termasuk dal am katagori hukum tidak tahu, berkaitan dengan orang yang
mem nta fatwa. Adapun bagi orang yang nenberi fatwa, tidak bisa
di msukkan dal am kat agori orang yang nendapat udzur. Sebab, dia tidak
nencur ahkan kemanpuannya untuk nemaham fakta tentang perseroan saham
sebel um menberi kan hukum t ent ang perseroan tersebut.

Sedangkan status pemlikan saham para penanam saham tersebut
adal ah termasuk pemnmilikan yang sah, dimana saham saham tersebut
nerupakan harta yang halal bagi nereka, selama hukum syara' tentang
aktivitas nereka masih nenyatakan sebagai aktivitas yang sah, bukan
batil. Sebab, nereka tidak tahu tentang kebatil annya, sehingga nereka
mendapat kan udzur dal am nel akukannya. Adapun nenjual saham saham i ni
kepada kaum ruslimn, hukumya tetap tidak diperbol ehkan. Sebab saham
saham tersebut nmerupakan surat bernilai nominal yang batil, nmenurut
pandangan syara', senentara kebol ehan nmemlikinya nuncul dari
ket i dakt ahuannya, dinmana ketidaktahuan tersebut nenjadi udzur untuk
nmem | i ki nya. Apabila hukum syara' tentang pemlikan saham tersebut
telah diketahui, atau telah nenjadi sesuatu yang diketahui oleh
khal ayak, maka pada saat itu, ia telah nmenjadi harta yang haram yang
tidak boleh dijual-belikan, ternmasuk dipergunakan oleh orang lain
unt uk nmenbel i kepadanya.

Cara nmenbebaskan diri dari saham saham yang dimliki karena tidak
tahu hukum syara' nya adal ah dengan nenbubar kan perseroan, atau nerubah
perseroan tersebut nmenjadi perseroan |Islam atau nencari orang non
Islam yaitu orang yang nenghal al kan saham saham perseroan saham
kermudi an nenper cayakan kepada orang tersebut agar nenjual kan sahamya,
I al u harganya bi sa nereka anbil.

Dari Suwai d Bi n Ghaf al ah: "Bahwa Bilal telah berkata kepada Umar
Bin Khattab: 'Sesungguhnya para 'amlmu nenganbil khanmer dan bab
dal am kharaj.' Umar berkata: 'Janganlah kalian anbil dari nereka
(khaner dan kharaj), tetapi kalian percayakan kepada nereka agar
nenj ual nya, lalu kalian anbil dari harganya.'" (H- R Abu Ubaid dal am
kitab A Amwal ) Dan tidak ada satu orang pun yang nmengingkari
ti ndakan Umar tersebut, padahal kalau nenyinpang dari hukum syara'



mestinya tindakan tersebut harus diingkari. Oeh karena itu, ini
merupakan ijm' sahabat. Khaner dan babi adalah harta orang kafir
dzimm , bukan harta orang Islam Ketika nereka ingin menberikannya
kepada kaum nuslimn untuk nenbayar jizyah, maka nereka --kaum
musl i m n-- diperintahkan oleh Umar agar tidak bersedia nenerimanya,
lalu mereka dim nta menjual nya dan harganya bisa nereka anbil. Ketika
saham saham tersebut nmerupakan salah satu bentuk harta orang-orang
Kapitalis Barat, bukan harta kaum nuslimn, dimna saham saham
tersebut telah diberikan untuk kaum nuslimn, maka tidak sah nmnereka
menganbi | nya dan hendaknya nereka nenpercayakan kepada orang-orang
Kapitalis tersebut agar nenjualnya. Sebagainmana hak kaum nuslimn
terhadap jizyah dan kharaj itu juga telah berlaku dalam khanmer dan
babi, sehingga Umar nenbol ehkan mnereka untuk menyerahkan kepada kafir

dzi mm agar nereka nenjual nya kerudi an harganya diserahkan kepada
kaum nuslimn, maka kaum nuslimn juga berhak terhadap saham saham
ini, yaitu nereka diperbolehkan wuntuk nmenyerahkan kepada kafir

dzi mm agar nmereka nmenjual nya kenudi an harganya diberikan kepada
kaum rnusl i min.

2. 4 Koper asi

Koperasi adalah salah satu jenis perseroan Kapitalis. Koperasi
tetap nerupakan bentuk perseroan, neskipun namanya adal ah koperasi.
Koperasi adal ah bentuk penanaman saham antara sekel onmpok orang yang
nmel akukan kesepakat an dengan sesama nereka, untuk nengadakan kerjasama
(baca: perseroan) sesuai dengan kondisi tertentu mereka.

Koperasi dal am nodel perdagangan , biasanya |ahir dengan tujuan
unt uk menbant u anggot a- anggot anya, at au menj ani n kepent i ngan-
kepenti ngan ekonom nereka yang serba terbatas. Koperasi tersebut
bi asanya nerekrut "orang abstrak" untuk nel akukan aktivitas perseroan
O eh karena itu, koperasi berbeda dengan organi sasi-organisasi |ain,
sebab pada dasarnya organisasi-organisasi tersebut terlepas dari
tuj uan-tujuan ekonomi. Koper asi bi asanya berusaha neni ngkat kan
keunt ungan anggot a- anggot anya, bukan keuntungan pihak lain. Inilah
yang nenciptakan ikatan yang kuat antara aktivitas perekononi an
koper asi dengan perekononi an anggot a- anggot anya.

Koper asi bi asanya beranggotakan sejumlah orang, yang bisa
berjum ah tujuh, atau | ebih sedikit, atupun |ebih banyak. Narmun, tidak
mungki n hanya beranggotakan dua orang saja. Koperasi ini ada dua
nmacam Pertama, berbentuk perseroan yang nmenpunyai founders shares
(saham pendiri), dan nenmungkinkan tiap orang untuk nmenjadi pesero
(baca: anggota koperasi) karena ikut andil dalam founder shares
tersebut. Kedua, berbentuk perseroan yang tidak nenpunyai founder
shares , dimana untuk nenjadi anggotanya adal ah dengan nenbayar i uran
t ahunan yang ditetapkan ol eh koperasi secara unum tiap satu tahun

Adapun koperasi tersebut harus nmenenuhi |ima syarat:

1. Kebebasan untuk bergabung dengan koperasi, sehingga pintu
pendaftaran tetap terbuka, bagi siapa saja dengan syarat-syarat
yang berl aku untuk anggota-anggota sebel utmmya. Aturan-aturan (baca:
AD/ ART) koperasi serta ketentuan-ketentuan yang ada harus berl aku
bagi siapa saja; baik ketentuan-ketentuan ini nenuat tentang sifat
kedaer ahan, contoh penduduk satu desa, msalnya, atau nenuat
tentang sifat keprofesian, contoh tukang cukur

2. Anggota koperasi nenpunyai hak yang sama. Diantara hak yang paling
penting adal ah hak bersuara, sehingga tiap anggota diberi satu
suara.

3. Menbatasi bagian tertentu untuk founder shares (saham Pendiri)
Bebar apa koperasi biasanya nenberikan bagian tertentu untuk para
penanam saham tetap, apabila keuntungan koperasi tersebut tidak
bi sa di beri kan.



4. Mengenbal i kan kel ebi han |aba produktif: Sisa hasil usaha (SHU)
bi asanya di bagi kan kepada para anggota, berkaitan dengan aktivitas
yang rmereka "kontri busikan" kepada koper asi tersebut, bai k
bent uknya penbeli an, maupun bentuknya pemanfaatan jasa atau
per al at an koper asi .

5. Harus nengunpul kan kekayaan koperasi, dengan cara nenbuat cadangan

Sedangkan yang nem nmpin pengel ol aan perseroan --nodel koperasi--
tersebut, yaitu untuk nengel ol a dan mnel angsungkan aktivitasnya adal ah
pengurus yang dipilih dari anggota koperasi yang terdiri dari para
penanam saham dengan ketentuan tiap penanam saham nemliki satu
suara, tanpa nenperhatikan jumah sahammya. Oang yang nenpunyai
seratus saham dengan orang yang hanya nmenpunyai satu saham sama-sam
menpunyai satu suara dal am pem | i han pengur us.

Koper asi - koperasi tersebut ada beberapa macam di antaranya adal ah
koperasi sinmpan pinjam koperasi konsunsi, koperasi pertanian dan
koperasi produksi. Secara keseluruhan, koperasi tersebut adakal anya
berupa koperasi konsunsi, di mana keuntungannya di bagi berdasarkan | aba
penbel i an, atau adakal anya koperasi produksi, dimna keuntungannya
di bagi berdasarkan | aba produksi nya.

Inilah koperasi. Koperasi ini merupakan organi sasi yang batil dan
bert ent angan dengan hukum hukum Islam Hal itu adalah karena sebab-
sebab berikut ini:

1. Koperasi adal ah perseroan. O eh karena itu, syarat-syarat perseroan
yang dinyatakan oleh syara' hingga perseroan tersebut sah nenurut
syara' harus dipenuhi. Perseroan di dalam Islam adal ah transaksi
antara dua orang atau |ebih, yang sanma-sama sepakat untuk nel akukan
kegi atan yang bersifat finansial, dengan tujuan mencari keuntungan.
O eh karena itu, di dalam perseroan tersebut harus ada suatu badan

hi ngga para pesero --yang nenjadi anggota koperasi-- tersebut bisa
nel aksanakan kegi atan. Dengan kata lain, dalam perseroan tersebut
harus ada badan yang nenpunyai andil, sehingga perseroan tersebut

menurut syara' bisa disebut sebuah perseroan. Apabila di dalam
perseroan tersebut tidak ada orang yang nem li ki dan nengel ol a, maka
kegi atan yang dil akukan sebagai tujuan di adakanya perseroan tersebut
justru tidak pernah terwijud. Apabila hal ini kita aplikasikan ke
dal am koperasi, maka kita akan nenenukan bahwa keberadaan koper asi

sebagai perseroan nenurut ketentuan syara tersebut tidak pernah
terwujud sama sekali. Sebab koperasi adal ah perseroan yang didirikan
ber dasarkan nodal saja, dinana di dal ammya tidak terdapat satu badan
pesero (baca: anggota koperasi) pun. Sebaliknya, nodallah yang tel ah
nel akukan perseroan. Sehingga di dal ammya juga tidak pernah terjadi

kesepakat an untuk nel akukan kegiatan sama sekali. Yang terjad

hanyal ah kesepakatan untuk menyerahkan nodal tertentu dengan tujuan
agar nereka bisa nenbentuk kepengurusan yang nenbahas siapa yang
harus nel akukan kegiatan tersebut. Sedangkan orang-orang yang
nenanankan sahamya di dal am perseroan tersebut sebenarnya hanya
nenggabungkan nodal - nrodal nereka saja. Sebab, dengan cara semacam
itu, perseroan tersebut tidak ada unsur badannya. O eh karena itu,

koperasi tidak bisa mewjudkan perseroan yang sah nenurut syara',

karena koperasi tersebut tidak ada unsur badan (pengelola). Sehingga
koperasi tersebut, dari segi asasnya, tidak pernah dianggap ada.

Karena perseroan adal ah transaksi untuk mengelola nodal, senentara
pengel ol aan tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan adanya
badan. Apabila koperasi tersebut tidak ada unsur badannya, naka
nmenurut syara' perseroan tersebut tidak dianggap sebagai suatu
per seroan, sehingga tetap sebagai perseroan yang batil.

2. Penbagi an | aba nmenurut hasil penbelian atau produksi, bukan nenurut
nodal, atau kerja adalah tidak diperbolehkan. Sebab perseroan



tersebut terjadi pada nodal, maka |abanya harus nengi kuti nodal.
Apabila perseroan tersebut terjadi pada suatu pekerjaan, maka
| abanya harus nmengikuti pekerjaan tersebut. Oeh karena itu

penbagi an | aba adakal anya nmengi kuti nodal atau pekerjaaan, atau
mengi kuti kedua-duanya sekaligus. Sedangkan syarat penbagian |aba
menur ut hasil penjual an atau produksi itu tentu tidak diperbol ehkan.
Sebab bertentangan dengan transaksi yang sah menurut syara'. Maka

tiap persyaratan yang bertentangan dengan keadaan transaksi, atau
tidak termasuk kepentingan transaksi, juga tidak seiring dengan
transaksi tersebut, naka persyaratan tersebut adalah persyaratan
yang rusak. Penbagi an |aba nmenurut hasil penbelian dan produksi itu
jelas bertentangan dengan kondi si transaksi tersebut. Sebab,
transaksi tersebut terjadi pada nodal atau pekerjaan, sehingga
| abanya harus nmengikuti nodal atau pekerjaannya. Apabila |aba
tersebut ditetapkan nenurut hasil penbelian dan produksi, maka
ket et apan (syarat) tersebut adalah fasid (rusak).

2.5 Asuransi

Asuransi jiwa atau barang atau hak mlik atau yang |ain adal ah
sal ah satu transaksi dari transaksi-transaksi yang ada. Asuransi ini
mer upakan transaksi ant ara P.T. Asur ansi dengan t ert anggung
( insured ) dimana pihak tertanggung tersebut nemnta kepada P.T.
Asuransi agar menberikan janji untuk ganti rugi (baca: pertanggungan)
kepada yang bersangkutan. Bisa jadi berupa barang --sebagai ganti rug
barang-- yang hilang atau berupa harganya, apabila terkait dengan
barang atau hak mlik. Bisa jadi berupa uang, apabila terkait dengan
jiwa dan sejenisnya, apabila ada kejadian yang neninpa pihak
tertanggung dalam jangka waktu tertentu, sebagai ganti rugi dalam
bentuk uang tertentu. Dan P.T. Asuransi --sebagai pihak penanggung
( insurer )-- tersebut neneri manya.

Berdasarkan ijab dan qabul tersebut, P.T. Asuransi tersebut
berjanji nmenberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung sesuai dengan
syarat-syarat tertentu yang telah disepakati ol eh kedua bel ah pihak.
Bi sa berupa barang yang dihilangkan, atau harga ketika terjadinya
suatu peristiwa atau uang yang telah disepakatinya. Contoh, apabila
barang atau nobil seseorang rusak, atau rumahnya terbakar, atau hak
mliknya dicuri orang, atau neninggal dunia ataupun yang |ain, dalam
jangka waktu tertentu, maka pihak tertanggung akan mendapat kan gant
rugi sebagai ganti uang tertentu yang telah dibayarkan ol eh pihak
t ert anggung, dal am jangka waktu tertentu.

Dari sini nanpakl ah, bahwa asuransi yaitu kesepakatan antara P.T.
Asuransi dengan pi hak tertanggung terhadap jenis asuransi dan syarat-
syaratnya adal ah suatu transaksi. Disanping transaksi yang dil akukan
antara kedua belah pihak, P.T. Asuransi nenberikan janji untuk
nengganti, atau nmenbayar uang tertentu sesuai dengan syarat-syarat
yang telah disepakati. Apabila pihak tertanggung tersebut nengal am
suatu kejadian yang sesuai dengan isi point transaksi, nmaka P.T.
Asuransi --sebagai pihak penanggung-- harus nengganti barang yang
rusak, atau harganya sesuai dengan harga pasar, ketika kejadian
tersebut terjadi. Dan P.T. Asuransi inilah yang berhak memlih, antara
nenbayar harganya atau nengganti barang kepada pihak tertanggung
tersebut, atau kepada orang lain. Sehingga ganti rugi ini nerupakan
sal ah satu hak pihak tertanggung terkait dengan jam nan P.T. Asurans
ketika point-point yang disebutkan di dalam transaksi tersebut
terjadi, yaitu apabila P.T. Asuransi tersebut nengakui haknya atau
apabi | a pengadi | an nenut uskan hak tersebut.

Perseroan ini disebut dengan sebutan Asuransi. Kadang-kadang
asuransi tersebut wuntuk kepentingan pihak tertanggung itu sendiri,
atau untuk kepentingan orang lain, seperti anak-anaknya, istri dan



ahli warisnya yang lain, atau untuk kepentingan seseorang atau
kel ompok yang telah ditentukan ol eh pihak tertanggung. Asuransi juga
di pergunakan untuk jiwa, barang, atau suara ataupun yang lain, yang
meni mbul kan i nterest orang agar ikut terlibat dalam asurans
tersebut. Padahal, sebenarnya asuransi tersebut tidak nenjamn jiwa,
nanun hanya nenjamn resiko yang terjadi, dengan uang --sebaga
pertanggungan-- tertentu --yang diberikan-- kepada anak-anak, istri
atau ahli warisnya, atau orang ataupun kel onpok yang tel ah ditentukan
ol eh pihak tertanggung, apabila ia meninggal. Mka, asuransi tersebut
tidak nenjamin barang, mobil, hak mlik serta yang lain-lain, selain
menj ami n resi ko dengan nengganti rugi barang atau harganya, apabila
barangnya, nobil atau hak mliknya atau apa saja yang nenjadi mliknya
mengal am kerusakan atau hilang. O eh karena itu, hakikatnya asurans
tersebut nerupakan jam nan atas terjadinya suatu resiko dengan uang
yang diberikan kepada orang yang bersangkutan atau yang lain, atau
dengan ganti rugi, apabila kejadiannya berupa barang yang dia
hi | angkan sendiri, atau rusak, bukan jam nan bagi jiwanya ataupun hak
mliknya.

Inilah fakta tentang asuransi. Dengan neneliti secara nendal am
sebenar nya nanpak bahwa asuransi tersebut batil dari dua segi

Pertama, asuransi adalah transaksi, karena asuransi tersebut

mer upakan kesepakatan antara dua pihak yang di dalamya terdapat
ijab dan gabul . ljab dari  pihak tertanggung ( insured ),
sedangkan gabul dari P.T. Asur ansi , atau pihak penanggung
( insurer ). Agar transaksi tersebut sah nmenurut syara', naka syarat
transaksi nmenurut syara' harus dipenuhi. Apabila syarat transaksi

tersebut di penuhi, nmaka transaksi tersebut sah. Apabila tidak, maka
transaksi tersebut tidak sah. Sedangkan transaksi nenurut syara' itu
harus terjadi pada barang atau jasa. Apabila tidak terjadi pada
barang, atau jasa, nmmka transaksi tersebut statusnya batil, sebab
transaksi tersebut tidak terjadi pada sesuatu yang bisa nenjadi kan
transaksi tersebut sah nenurut syara'. Sebab, transaksi nenurut syara'
bisa jadi terjadi pada barang dengan suatu konpensasi, seperti jual

beli, salam penbuatan perseroan dan sebagainya. Transaksi bisa juga
terjadi pada barang dengan tanpa konpensasi apapun, seperti hadiah,
atau terjadi pada jasa dengan suatu konpensasi, seperti transaksi

ijarah , atau terjadi pada jasa dengan tanpa konpensasi, seperti

transaksi ariyah (pinjaman). O eh karena itu, transaksi yang syar'i
itu harus terjadi pada sesuatu (barang atau jasa). Senentara transaksi
asuransi tersebut tidak termasuk dal am katagori transaksi yang terjadi
pada barang dan jasa, nanun transaksi tersebut terjadi pada suatu
janji, atau jam nan pertanggungan (probabilitas). Janji atau jam nan
pertanggungan tersebut tidak bisa dianggap sebagai barang, sebab
dzatnya tidak bisa pakai dan tidak bisa dianbil manfaatnya. Janji
tersebut juga tidak bisa dianggap sebagai jasa, karena seseorang tidak
nemanfaatkan janji itu sendiri, atau untuk disewakan maupun
di pi nj ankan.

Adapun di dapat kannya sejum ah uang berdasarkan janji tersebut,
tetap tidak bisa nenjadikan janji tersebut sebagai jasa, nanmun hanya
nerupakan sal ah satu aki bat dari adanya nu' anal ah. Dari sinilah, naka
transaksi asuransi tersebut tidak bisa dianggap telah terjadi pada
suatu barang dan jasa. Oeh karena itu, transaksi tersebut batil
Sebab, tidak nemenuhi syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam sebuah

transaksi syar'i, agar transaksi tersebut bisa disebut sebagai sebuah
transaksi .
Kedua, P.T. Asuransi --sebagai pihak penanggung ( insurer )--

telah nmenberikan janji kepada pihak tertanggung ( insured ) sesua
dengan syarat-syarat khusus, naka kalau ditinjau dari segi jam nan
( dhoman ), tentu jam nan tersebut harus nenmenuhi syarat-syarat yang



dituntut ol eh syara' berkaitan dengan masalah dhonan agar jam nan
tersebut menjadi jamnan yang sah menurut syara'. Jika jam nan
tersebut nmenmenuhi syarat-syarat tersebut, maka jam nan tersebut sah

Ji ka tidak, maka jam nan tersebut tidak sah

Dengan nenpel aj ari masal ah jam nan yang bersifat syar'i tersebut,
akan nanpak hal - hal sebagai berikut:

Jam nan (dhoman) adal ah pem ndahan harta pihak penjam n (dham n)
kepada pi hak yang dijam n (madhnmun 'anhu) dal am nmenunai kan suatu hak.
Di  dal am penindahan harta seseorang kepada pihak lain, harus ada

dhamin (penjamn), madhnmun a hu (yang dijanm n) dan nmadhmun | ahu

(yang nenerinma jam nan). Jamnan (dhoman) itu sendiri sebenarnya
nmer upakan penunai an hak harta tanpa konpensasi apapun. Disyaratkan
agar jamnan ( dhoman ) tersebut nenjadi sah, naka jam nan ( dhonan )
tersebut harus terjadi dalam perkara penunaian hak harta yang wajib
di penuhi atau akan jatuh tenpo penmenuhannya. Jika tidak terjadi pada
perkara penunai an hak harta yang wajib di penuhi atau akan jatuh tenpo
penenuhannya yang dijamn ( madhnun 'anhhu ), maka jam nan tersebut
tidak sah. Jika yang dijamn tidak nendapatkan apa-apa, maka dal am
hal ini tidak terjadi pem ndahan hart a.

Adapun dal am hak yang yang akan jatuh tenpo penenuhannya, seperti
seorang | aki-1laki berkata kepada seorang wanita: "N kahlah dengan s
Ful an, aku yang akan nenanggung maharnu.” , nmaka pihak penjamn
( dhamin ) di sini telah nem ndahkan tanggungannya (hartanya) kepada
yang dijam n ( madhmun 'anhu ), dinmana sesuatu yang nenjadi tanggungan
yang dijamn ( madhmun "anhu ) t er sebut kermudi an nenj adi
t anggungannya.

Senmentara jika tidak terdapat hak wajib atau hak wajib yang akan
jatuh tenpo penenuhannya, yang harus ditunai kan ol eh seseorang, mnaka
makna jam nan (dhoman) tersebut tidak cocok diberlakukan pada orang
tersebut. Sebab, tidak terjadi pem ndahan hak seseorang kepada pihak
[ ain. Aki batnya, jam nan (dhoman) senmacam ini jelas tidak sah. Atas
dasar inilah, apabila tidak terdapat hak wajib yang diterima ol eh
pi hak yang nendapat jaminan ( madhmun lahu ) atas vyang dijamn
( madhmun "anhu ), naka jam nan ( dhoman ) tersebut tidak sah. Sebab
di syarat kan bagi pihak penjamn ( dhomin ) agar nenjamn barang,
apabila barang tersebut hilang atau rusak, atau nenjamn hutang baik
ia nenjam n secara praktis, apabila pada saat itu hak tersebut berupa
hak wajib dan jatuh tenponya, ataupun nmenjam n dengan kemanpuan
(kekayaannya), apabila hak tersebut belum jatuh tenpo penmenuhannya.
Apabila vyang dijamin ( madhnun 'anhu ) t er sebut tidak harus
nendapat kan jam nan, bai k pada saat itu juga, ataupun dengan kekayaan
pi hak penjamin ( dhamn ), naka jam nan ( dhoman ) tersebut tidak sah
Sebab, hal-hal yang tidak wajib ditunaikan ol eh pi hak yang dijamn
( madhmun ‘'anhu ) tentu lebih tidak wajib ditunaikan oleh pihak
penjam n ( dhamin ).

Sebagai contoh, ada seseorang nenerinma pakaian dari orang |ain,
lalu orang tersebut berkata kepada penberi pakain tadi:"Berikanlah
pakai annu kepadanya, aku yang akan menjam nnya." Lalu pakain tersebut
hil ang, maka apakah pihak penjanmin ( dhamn ) tersebut harus nenbayar
harga pakaian tersebut kepada pemlik pakaian? Jawabnya adal ah
apabil a pakaian tersebut hilang bukan karena perbuatan pihak yang
nendapat jam nan (nadhnun |ahu), juga bukan karena kecerobohannya,
nmaka dalam hal ini penjanmn (dhamin) tadi tidak menpunyai kewajiban
apapun, sebab madhnun 'anhu tidak nenpunyai kewaji ban apa-apa. Jika
pi hak penerina pakaian tersebut tidak nmenpunyai apa-apa, nmaka pihak
penjam n (dhamin ) tentu |lebih tidak nmenpunyai kewajiban apa-apa. Atas
dasar inilah, nmaka hak tersebut haruslah berupa hak wajib atas yang
lain, yang harus diterima ol eh yang dijam n (nmadhnun 'anhu) atau suatu



kewaj i ban yang akan jatuh tenpo penenuhannya, sehingga jam nan
(dhoman) tersebut |ayak di sebut sebagai sebuah jam nan

Hanya saja, yang dijamin (madhmun 'anhu) dan pihak yang
mendapat kan jam nan (madhnun |ahu) tersebut tidak disyaratkan harus
sudah jelas, sebab jika pihak yang dijam n tersebut tidak diketahui

pun tetap sah jami nannya. Jika seseorang berkata: "Beri kanl ah
pakai annu pada tukang cuci itu." Kemudi an dia nmenjawab: "Aku khawatir,
di a akan nenghil angkannya." Lalu orang tadi berkata |agi: "Berikanlah

pakai annu kepada tukang cuci itu, akulah yang akan nenjam nnya jika
hilang."” Senmentara orang tadi tidak menentukan tukang cuci yang mana

Maka, jam nan sermacam ini tetap dinilai sah. Apabila orang tadi
menberi kan pakai an tersebut kepada tukang cuci, |alu pakaian tersebut
hi | ang, maka orang tadi harus menjam nnya, neskipun orang yang dijanin
(madhnmun "anhu) tadi nmasih majhul (belum jelas). Dem kian halnya,
kal au di a nengatakan: "Fulan itu adal ah tukang cuci yang mahir, setiap
orang nencuci kan kepadanya, akul ah yang akan nenjanm n para tukang cuci

itu." Mka, transaksi semacam ini juga sah, neskipun pihak yang
di jam n (madhmun ' anhu) tersebut masih maj hul
Dalil-dalil tentang jam nan (dhoman) nenjelaskan, bahwa jam nan

(dhoman) itu nerupakan pem ndahan hak seseorang kepada orang | ain, dan
bahwa jam nan (dhoman) tersebut nerupakan jam nan atas suatu hak
wajib, yang tegas. Adalah jelas, bahwa di dalam jam nan (dhoman)
tersebut terdapat pihak penjam n (dham n), pihak yang dijam n (madhnun
"anhu) dan pi hak yang nendapat kan jam nan (madhmun | ahu). Adal ah juga
jelas, bahwa jam nan (dhoman) tersebut tanpa disertai konpensasi
(i mbal an). Dan pihak yang dijam n (madhmun 'anhu) dan madhmun bi sa
jadi sama-sama nmasi h mj hul

Dal il nya adal ah sebuah hadits yang diriwayatkan ol eh Abu Darda'
dari Jabir, ia berkata

"Rasul ul | ah SAW pernah tidak bersedia nenyal atkan (nayat) seorang
| aki -1 aki yang menpunyai hutang (semasa hi dupnya). Rasul ullah di sodori
j enazahnya (untuk dishal atkan), kenudian beliau bersabda: 'Apakah ia
nenpunyai hutang?' Mereka nenjawab: 'Benar, yaitu dua Dinar.' Kenudi an
bel i au bersabda: ' Shal at kan sahabat kalian.' Kenudi an Abu Qat hadah Al
Anshary  berkat a: "Biarlah hutangnya nenjadi t anggunganku, ya
Rasul ul | ah.' WMaka, beliau lalu mau nenyal at kannya. Ketika Allah telah
nenakl ukkan berbagai negeri di bawah kekuasaan Rasulullah, beliau
bersabda: 'Aku lebih utama bagi setiap mukmin dari diri rnereka
sendiri. Maka, barang siapa yang neni nggal kan hut ang, akul ah yang akan
nel unasi nya, dan barang siapa yang neninggal kan warisan maka, harta
warisan itu bagi pewarisnya."'"

Dal am hadits ini, Abu Qathadah jelas telah nmem ndahkan pemlikan
hartanya kepada si nmayat dalam nenunaikan hak harta vyang harus
di tunai kan oleh si mayat. Jelas pula, bahwa dalam transaksi jam nan
(dhaman) tersebut ada penjamin ( dhamin ), vyang dijamin (nmadhnun
"anhu) dan yang nendapatkan jam nan (madhnmun |ahu). Bahwa jam nan
(dhaman) adal ah nenunai kan hak harta tanpa suatu konpensasi (i nbal an)
apapun. Jel as pula, bahwa pihak yang dijam n (madhmun 'anhu), yaitu s
mayat dan pi hak yang nendapat kan jam nan (madhmun |ahu), yaitu orang
yang berpiutang adalah sama-sama  nmgjhul , tidak jelas. Hadits ini
jelas telah mengandung syarat-syarat sah dan tidaknya jam nan (dhaman)
serta syarat terwjud dan tidaknya transaksi jam nan (dhaman)
t er sebut.

Inilah jam nan (dhaman) yang sah nenurut syara'. Mka, dengan
nencocokkan perjanjian asuransi pada jaminan -dinmana perjanjian
asuransi hanya sekedar janji- kita tenukan, bahwa asuransi tersebut



tidak nenmenuhi seluruh syarat yang dinyatakan oleh syara' sehingga
asuransi tersebut sah, dan transaksinya di akui ol eh syara’

Di dal am asuransi tidak ada pem ndahan hak seseorang kepada orang
lain secara nutlak. P.T. asuransi tidak nenjam nkan hartanya kepada
seseor ang dal am nmenunai kan kewaj i ban penegang polish asuransi. D sini
tidak ada jaminan, nmeka asuransi tersebut nenjadi batil. Dalam
asuransi juga tidak terdapat hak penerinma tanggungan pada seorang pun
yang harus ditanggung ol eh perusahaan asuransi. Karena tidak ada hak
harta bagi penerinma tanggungan pada seorang pun, Yyang Kkenudi an
di tanggung oleh P.T. Asuransi. D sini juga tidak ada hak harta, naka
P.T. asuransi juga tidak menanggung hak harta apapun, sehingga
j am nannya bisa disebut jamnan ( dhaman ) nmenurut syara'. Tanggungan
yang diberikan oleh P.T. asuransi, atau harga barang, atau uang yang
di serahkan oleh P.T. asuransi tersebut ternyata tidak diterima oleh
penerima tanggungan Kketika transaksi tersebut ditandatangani, baik
secara tunai maupun di bayarkan kerudi an, sehingga jam nan (dhanan)
tersebut sah menurut syara'. Dengan dem kian, P.T. asuransi nenjann
sesuatu yang tidak wajib dilaksanakan --baik tunai, maupun kredit--
sehingga jam nan (dhanman)-nya tidak sah, dan nengakibatkan asuransi
tersebut batil. Lebih dari itu, dalam asuransi tersebut tidak ada
pi hak yang dijamn (madhmun 'anhu), karena P.T. asuransi tersebut
ti dakl ah nmenberikan jam nan (dhaman) kepada seseorang yang harus
menenuhi suatu hak, sehingga bisa disebut sebagai sebuah jam nan
(dhaman). deh karena itu, transaksi asuransi tersebut tidak nenpunya
unsur-unsur dasar, dari jam nan (dhaman) yang wajib ditunai kan secara
syar'i, yaitu adanya pihak yang dijamn (madhmun 'anhu). Hal itu
karena di dal am sistem jam nan ( dhaman ) tersebut harus ada penjanin
( dhamin ), yang dijamn ( madhnun 'anhu ), serta yang nendapatkan
jam nan ( madhnun |ahu ). Karena di dal amtransaksi tersebut tidak ada

madhnmun 'anhu , maka transaksi tersebut, menurut syara' batal. Lagi
pula ketika P.T. asuransi tersebut berjanji nenyerahkan tanggungannya
atau nenyerahkan uang ganti rugi pada saat terjadinya kerusakan, atau
hi | angnya barang maupun terjadi nya kecel akaan, maka hal itu sebenarnya
nerupakan i nbal an sejunm ah prem yang di serahkan ol eh penegang poli sh.
Artinya, asuransi tersebut adalah jam nan dengan inbalan. Ini tentu
tidak sah, karena salah satu syarat sah dan tidaknya jam nan
( dhaman ) adal ah apabila penberian jamnan tersebut tanpa inbalan
apapun. Dari keberadaan asuransi yang nenpraktikkan jam nan (dhanman)
dengan i nbal an, nmaka jel as nerupakan bentuk jam nan yang batil

Jel asl ah, bahwa sejauh mana kekurangan perjanjian asuransi untuk
nenmenuhi  syarat jam nan (dhanman) yang telah dinyatakan oleh syara'
di tanbah bahwa asuransi tersebut tidak nmemenuhi syarat terlaksananya
suatu jamnan (dhaman), berikut syarat sah dan tidaknya. Dengan
dem ki an, polish asuransi yang diberikan ol eh asuransi untuk nenjamn
penyerahan sejum ah uang atau nmenjamin harta adalah batil dari segi
asasnya. Karena itu, secara keseluruhan asuransi itu statusnya batil
menur ut syara'

At as dasar inilah, nmaka hukum asuransi secara kesel uruhan, menur ut

syara' adalah haram Hukum ini nencakup senua jenis asuransi, baik
asuransi jiwa, asuransi barang, atau asuransi harta benda dan | ain-
| ai n. Keharamannya, terletak pada transaksinya yang batil. Selain itu,
janji yang diberikan oleh P.T. asuransi pada saat penandatanganan
transaksi tersebut adalah janji yang batil. Sehingga perolehan harta
nelalui, transaksi yang sejenis, atau perjanjian semacam ini adal ah
haram yang dikatagori kan nemakan harta dengan jalan batil, serta

t ermasuk dal am katagori harta-harta yang kot or






